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RINGKASAN

Maraknya berbagai pemberitaan di media massa akhir-akhir ini baik di
dalam media elektronik maupun media cetak mengenai gugatan pailit terhadap
perusahaan asuransi, tentu membuat nasabah asuransi sebagai pemegang polis
agak sedikit khawatir mengenai perlindungan hukum terhadap mereka. Hal im
memang tidaklah berlebihan karena sampai saat ini belum ada peraturan
perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan
hukum terhadap nasabah perusahaan asuransi apabila perusahaan tersebut
dinyatakan pailit. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk
mengangkat dan membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang
berjudul ;

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS
PUTUSAN PAILIT PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”,

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko mempunyai
kegunaan yang positif bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan
negara. Mercka yang menggunakan jasa asuransi akan merasakan tentram sebab
mendapatkan perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Tetapi hal
tersebut akan menjadi suatu masalah tersendiri apabila perusahaan asuransi yang
bersangkutan dinyatakan pailit oleh pengadilan. Permasalahan yang dimaksud di
sini khususnya pada perlindungan hukum terhadap nasabahnya. Perlindungan
hukum di sini tentunya mengenai dana dari nasabah yang menjadi peserta dari
program asuransi tersebut |

Ada dua tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini pertama,
adalah untuk mengkaji dan mengetahui mengenai tanggung jawab dari perusahaan
asuransi sebagai pelaku usaha terhadap nasabahnya akibat adanya putusan pailit.
Serta yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum
terhadap nasabah asuransi sebagai konsumen akibat adanya putusan pailit

terhadap perusahaan asuransi.

xii


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Pembahasan permasalahan dalam skripsi ini menggunakan metode
pendekatan  secara yuridis normatif, yakni pendekatan masalah dengan
menggunakan kajan-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, yang
berhubungan dengan permasalahan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian bahan hukum yang
diperoleh dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang
kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif,

Persoalan mengenai pailitnya perusahaan asuransi menimbulkan suatu
masalah tersendiri. Masalah ini diakibatkan b'l:]l.l.l'l:l adanya peraturan perundang-
undangan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap
nasabahnya. Hal ini tentu berbeda dengan para nasabah yang berada pada lembaga
keuangan lainnya, seperti bank dan bursa efek. Dana nasabah pada kedua lembaga
keuangan tersebut dijamin oleh pemerintah apabila terjadi kepailitan atau
pencabutan 1zin usaha oleh pemerintah.

Akibat belum adanya peraturan perundang-undangan yang dimaksud,
maka dalam hal ini pemerintah seyogyanya membuat suatu peraturan yang
mengatur mengenal perlindungan hukum bagi nasabah khususnya nasabah

asuransi apabila perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyatakan pailit.

xlil
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BAB I
PENDAHULUAN

L1 Latar Belakang

Kehidupan dan kegiatan manusia pada hakekatnya mengandung berbagai
hal yang menunjukkan sifat hakiki dari kehidupan itu sendiri. Sifat hakiki yang
dimaksud di sini adalah suatu sifat yang kekal yang selalu meuyf:rtaa kehidupan
dan kegiatan manusia pada umumnya. Upaya untuk mengatasi sifat alammh yang
berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti, antara lain dilakukan dengan
cara menghindari atau melimpahkan kepada pihak lain di luar dirinya sendiri.
Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada
pthak lain beserta proses pelimpahan sebagai suatu kegiatan itulah yang
merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu
kegiatan ckonomi. Pelimpahan resiko tersebut ditangani oleh suatu lembaga yaitu
lembaga asuransi.

Asuransi di jaman sekarang ini sudah bukan lagi merupakan hal yang
asing bagi masyarakat, ditambah lagi dengan maraknya iklan-iklan dari berbagai
perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai keunggulan produknya.

Kemungkinan manusia menghadapi  kehilangan atay kerugian itu
merupakan suatu resiko. Resiko yang dihadapi oleh setiap orang itu dapat
mengenai hidupnya sendiri maupun atas harta kekayaannya. Oleh sebab itu
mengenai resiko ini ada yang bersifat kerugian, seperti terbakamya rumah,
hilangnya dana deposan di bank dan lain-lain. Ada juga yang bersifat jiwa, seperti
kematian, kecelakaan dan lain-lain.

Di dalam kenyataannya ada beberapa usaha manusia untuk mengalasi
suatu resiko yaitu :

a. Menghindari (avoidance)
b. Mencegah (prevention)

L

Memperalihkan (transfer)
d. Menerima (assumption or refention) (Emmy Pangaribuan
Simanjuntak, 1983: 2),
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Peralihan resiko 1tu sudah tentu tidak terjadi begitu saja, akan tetapi harus
memberikan kewajiban-kewajiban kepada pihak yang memperalihkan resiko. Hal
ini harus diperjanjikan lebih dahulu. Perjanjian yang khusus diadakan dengan
tujuan untuk memperalihkan dan atau membagi resiko inilah yang dinamakan
dengan perjanjian asuransi. Dengan demikian tujuan dari perjanjian asuransi
adalah untuk mengalihkan dan membagi resiko.

Perjanjian asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian resiko
mempunyal kegunaan yang positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun
bagi pembangunan negara, Mereka yang menutup perjanjian asuransi akan merasa
tentram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian.

Sehubungan dengan adanya kegunaan positif tersebut maka keberadaan
asuransi perlu dipertahankan dan dikembangkan. Namun untuk mengembangkan
usaha ini banyak faktor yang perlu diperhatikan seperti antara lain : peraturan
perundang-undangan yang memadai, kesadaran masyarakat, kejujuran para pihak,
pelayanan yang baik, tingkat pendapatan masyarakat, pemahaman akan kegunaan
asuransi serta pemahaman yang baik terhadap keteniuan perundang-undangan
yang terkait. (Man Suparman Sastrawidjaja dkk, 1997:1).

Berbagal pemberitaan di media massa akhir-akhir ini baik di dalam media
elektronik maupun media cetak kita temukan banyak kasus mengenai gugatan
pailit terhadap perusahaan asuransi. Hal ini tentunya membuat para nasabah
asuransi agak sedikit khawatir mengenai perlindungan hukum terhadap mereka.
Hal ini memang tidaklah berlebihan karena sampai saat ini belum ada peraturan
yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perusahaan
asuransi apabila perusahaan tersebut dipailitkan.

PT.Wataka General Insurance sebagai salah satu perusahaan asuransi
dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, akibat PT.Wataka
General Insurance bertindak sebagai penjamin dalam masalah hutang-piutang
antara PT.Ciplas Harum Sentosa dengan pihak ketiga dalam hal ini Frederick
Rahmat. Dalam perkembangannya masalah hutang-piutang tersebut mengalami
hambatan yaitu PT.Ciplas Harum Sentosa tidak mampu membayar hutangnya
kepada Frederick. Karena PT.Ciplas Harum Sentosa sudah dijamin oleh
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PT.Wataka General Insurance maka Frederick mengajukan pelunasan hutang
kepadanya. Akibat tidak mendapat tanggapan dari PT. Wataka General Insurance
maka Frederick mengajukan gugatan pailit terhadap PT, Wataka General Insurance
akibat gugatan tersebut PT. Wataka General Insurance dinyatakan pailit.

Pailitnya  scbuah perusahaan asuransi akibat gugatan kreditur
menimbulkan suatu masalah tersendiri salah satunya ialah karena tidak adanya
Jaminan terhadap dana nasabah asuransi atau para pemegang polis yang tersimpan
pada perusahaan tersebut.

Persoalan pemailitan PT.Wataka tersebut memang masih cukup berbelit.
Dan, ada satu hal yang tersembul di balik kasus tersebut:bagaimana perlindungan
terhadap nasabah asuransi? Jika scbuah bank dibekukan, pemerintah menjamin
simpanan semua nasabahnya, Tapi, nasib nasabah asuransi tidak seberuntung
nasabah bank. Soalnya, temyata tidak ada jaminan apapun yang diberikan
pemerintah jika sebuah perusahaan asuransi dibubarkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan
membahas permasalahan tersebut dalam penulisan skripsi yang berjudul:
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ASURANSI ATAS
PUTUSAN PAILIT PT. WATAKA GENERAL INSURANCE (Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen)”

1.2 Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu terlebih dahulu
diadakan pembatasan ruang lingkup permasalahan, guna menghindari
pembahasan yang terlalu luas keluar dari jalur kerangka yang telah ditentukan.

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas ialah mengenai
bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi akibat adanya putusan
pailit terhadap PT. WATAKA GENERAL INSURANCE. Khususnya langgung
jJawab perusahaan asuransi terhadap nasabahnya serta perlindungan hukum bagi
nasabah sebagai akibat putusan pailit terhadap PT. WATAKA GENERAL
INSURANCE,
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian singkat dalam latar belakang di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu:
I. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi akibat adanya putusan
pailit terhadapnya ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi nasabah sebagai konsumen akibat
adanya putusan pailit terhadap perusahaan asuransi ?

1.4 Tujuan Penulisan
Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan yang ingin dicapai, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1.4.1 Tujuan Umum
Tujuan umum penulisan skripsi ini jalah tujuan yang bersifat akademis,
yaitu meliputi :

I Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai syarat yang telah ditentukan
dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember,

2. Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam
bangku perkuliahan dengan peristiwa atau fakta hukum di lapangan;

3. Sebagai wujud partisipasi pemikiran kepada almamater dalam menambah
perbendaharaan kepustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah
|. Untuk membahas dan mengkaji tanggung jawab perusahaan asuransi yang
dinyatakan pailit terhadap nasabah asuransi -
2. Untuk membahas dan mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah
asuransi sebagal konsumen akibat putusan pailit terhadap perusahaan asuransi
tersebut,
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1.5 Metodologi

Inti daripada metodelogi dalam setiap penelitian  hukum adalah
menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus
dilakukan (Waluyo, 2002;17). Penulis menguraikan metodelogi sebagai berikut,
yaitu

1.5.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah
suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan

perundang-undangan dan teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan
(Soemitro, 1990:10),

1.5.2 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah uraian tentang tempat diperolehnya bahan
hukum penelitian. Penclitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian
kepustakaan, maka sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi
ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder terdini dari :

I. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

2. Bahan hukum sekunder yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum
primer vang terdin dari rancangan undang-undang, hasil karya tulis ilmiah
para ahli hukum yang tersebar di berbagai pusat sumber informasi yang
berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Lad

Bahan hukum tersier merupakan tambahan informasi yang berupa berita

maupun Karya tulis para ahli hukum yang penulis dapatkan dari internet.

1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi imi adalah studi literatur atau penelitian kepustakaan, Disebut penelitian
kepustakaan, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-
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peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya untuk mengkaji

permasalahan vang akan dibahas. (Waluyo, 2002:13)

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk
memperoleh  gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak
didasarkan atas analisa yang dikaji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah
hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. (Soemitro,
1988,138)

Bahan hukum yang terkumpul kemudian disimpulkan dengan metode
deduktif vaitu metode yang berangkat dari permasalahan yang bersifat umum
menuju kemasalah-masalah yang bersifat khusus yang merupakan kesimpulan

sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi.
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BAB IT |
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Sebuah perusahaan asuransi (PT.Wataka General Insurance) dinyatakan
pailit berdasarkan putusan majelis hakim yang diketuai Erwin Mangatas Malau di
Pengadilan Niaga Jakaria.

Kisah pailit PT.Wataka General Insurance bermula dani gugatan Frederick
Rahmat. Pada 12 Desember 1997 silam, Frederick memberikan pinjaman kepada
PT.Ciplas Harum Sentosa sebesar Rp.227 juta. Dalam Peristiwa itu, PT. Wataka
General Insurance bertindak selaku penjamin PT.Ciplas Harum Sentosa. Untuk
itu, PT.Wataka mengeluarkan Surety Bond kepada Frederick.

Dalam perjalanan waktu, PT.Ciplas Harum tidak sanggup mengembalikan
uang Frederick. Lantaran sudah mendapatkan jaminan dari PT. Wataka, Frederick
lalu mengajukan klaim pelunasan utang kepada perusahaan asuransi tersebut.
Tapi, udak mendapatkan tanggapan, Karena itulah, ia menggugat pailit
PT.Wataka.

Keberuntungan memang sedang berpihak kepada Frederick. Buktinya,
gugatan pailit itu dikabulkan hakim. Dalam pertimbangan hukumnya, ketua
majehis hakim mengacu pada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata). Pasal itu mengatur soal penjamin yang melepaskan hak
istimewanya untuk menuntut harta debitor agar disita dan dijual lebih dahulu.

Menurut Erwin Ma‘ngLIaS Malau, pada perjanjian awal PT. Wataka tidak
menggunakan Pasal 1831 KUH Perdata, Pasal itu menegaskan, penjamin
(PT.Wataka) tidak diwajibkan membayar kepada kreditor (Frederick), sebelum
harta debitor (PT.Ciplas Harum) disita dan dijual untuk melunasi utangnya "Kalau
PT.Ciplas Harum kurang dalam membayar utang itu, barulah menagih kepada
PT.Wataka, "katanya.

Namun Shafaat Andika, Presiden Direktur PT.Wataka, tidak sependapat.
Menurut Shafaat Andika, hak istimewa itu baru bisa berfungsi jika klaim dari
Frederick sudah diterima. Kalau hal itu terjadi, pihaknya bisa langsung membayar

T
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Frederick, tanpa menunggu PT.Ciplas Harum membayar terlebuh dulu kepada

PT Wataka, “Bagaimana klaimnya bisa kami terima, sementara antara PT.Ciplas
Harum dan Frederick masih ada sengketa, "katanya. (Forum Keadilan : No. 23,
tanggal 10 September 2000).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menganalisa permasalahan sebagai

landasan yuridis dalam penulisan skripsi ini adalah
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1131

Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak
bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian
han, menjadi tanggungan untuk segala perikatan seseorang.

Pasal 1132

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang
vang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu
dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang
masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-
alasan vang sah untuk didahulukan.

Pasal 1238

St berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan
scbuah akia sejenis itu dinyatakan lalai, atau dari perikatannya sendiri,
ialah jika ini menetapkan, bahwa ia berhutang harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih
mengikatkan dinnya terhadap satu orang lain atau lebih.
Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :
1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

2). Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3). Suatu hal tertentu;

4). Suatu sebab yang halal.

L
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f. Pasal 1774

Suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu
perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak
maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang
belum tentu.

Demikian adalah :

Persetujuan pertanggungan: P
Bunga cagak hidup,

Perjudian dan pertaruhan;

Persetujuan yang pertama diatur dalam KUHD.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
a. Pasal 246

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan
menerima suatu premi, alay memberikan kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.

b. Pasal 255
Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang
dinamakan polis. :

c. Pasal 268

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan'yang dapat
dinilaikan dengan uang, dapat diancam sesuatu bahaya, dan tidak
dikecualikan oleh undang-undang.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
a. Pasal | ayat (1)

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih,
dengan mana pihak penanggung mengikatkan dini kepada tertanggung
karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan,
alau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan
diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti,
atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya sescorang yang dipertanggungkan,
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b. Pasal 20 ayat (1)

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Peraturan
Kepailitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri berdasarkan kepentingan umum
dapat memintakan kepada Pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan
dinyatakan pailit.

c. Pasal 20 ayat (2)
Hak pemegang polis atas pembagian harta Perusahaan Asuransi Kerugian
atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang.

6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang.

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu
orang atau lebih lainnya”.

Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih
saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta
kekayaan. (Abdulkadir Muhammad, 1990:8).

Perjanjian disebut juga dengan kontrak, yaitu suatu persetujuan diantara
dua orang atau lebih orang yang menciptakan kewajiban untuk melakukan
atau tidak melakukan sesuatu hal khusus. Suatu kontrak memiliki unsur-
unsur para pihak yang berkompeten, pokok-pokok yang disetujui,
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pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik dan kewajiban timbal balik

(Budiono Kusumohamidjojo,1998:5),

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal
(Subekti,1994:1).

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang
lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari
peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan

L

perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang
mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diungkapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa
perjanjian itu menerbitkan perikatan, perjanjian itu merupakan sumber perikatan,
disamping sumber-sumber yang lain. Suatu perjanjian juga dinamakan
persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat
dikatakan bahwa dua perkataan perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya
(Soebekti, 1983:1) 3

Berdasarkan rumusan perjanjian tersebut di atas, tersimpullah unsur-unsur
perjanjian scperti berikut ini
8. ada pihak-pihak sedikitnya 2 (dua) orang;

h. ada persetujuan antara pihak-pihak itu;

1. ada tujuan yang akan dicapai:

). ada prestasi yang akan dilaksanakan;

k. ada bentuk tertentu baik lisan maupun tulisan;

I ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian (Abdulkadir Muhammad,
1982:71).
Asas-asas dalam perjanjian adalah :

1. Kebebasan berkontrak
Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang boleh membuat
perjanjian apa saja walaupun belum atau tidak diatur di dalam undang-undang,
tetapi dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
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2. ltkad baik

Asas itikad baik mengandung dua penilaian, yaitu ;

a. Penilaian Subyektif, yaitu penilaian kejujuran seseorang dalam melakukan
suatu perbuatan hukum, yang terletak dalam setiap batin seseorang pada
waktu diadakan perjanjian tersebut.

b. Penilaian Obyektif, yaitu bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan
pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang
patut di masyarakat.

3. Konsesualisme

Maksudnya adalah bahwa perjanjian terjadi atau ada sejak tercapainya kata

sepakat antara pihak-pthak. Perjanjian sudah sah saat kata sepakat antara para

pihak mengenai pokok-pokok perjanjian. (Muhammad, 1992:85).

4 Pacra Sund Servanda alau pelaksanaan kesepakatan

Dalam hal imi berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian, yang berarti

bahwa perjanjian dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak pembuatnya sebagai

undang-undang. Dalam hukum positif Indonesia asas ini terdapat dalam
ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

232 Pailit

Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala yang berhubungan dengan
“pailit”. Jika kita baca scluruh ketentuan vyang terdapat dalam peraturan
perundang-undangan mengenai kepailitan baik dari Undang-Undang Tentang
Kepailitan (Fuillisement-verordening Staatsblad 1905:217 juncto Staatsblad
1906:348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor | Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang
Kepalitan yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998, kita
tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan dalam undang-undang
kepailitan tersebut yang menjelaskan pengertian maupun definisi dari kepailitan
atau pailit.

Saat ini pengertian atau definisi kepailitan dapat kita temukan dalam
undang-undang kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun
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2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana
dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditega.sﬁkan bahwa
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan
dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim
Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Secara ltimologi istilah kepailitan berasal dari kata pailir. Selanjutnya
istilah “pailit” berasal dari kata Belanda failliet yang mempunyai arti ganda yaitu
sebagai kata benda dan sebapai kata sifat. Istilah failliet sendiri berasal dari
Perancis yaitu Faillite yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran,
sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis
disebut Le faili. Kata kerja faillir artinya adalah gagal. Sedangkan dalam bahasa
Inggris dikenal dengan kata fo fail dengan arti yang sama, dan dalam bahasa Latin
disebut failure.

Dalam Black's law Dictionary pailit atau “Bankrup” adalah “the state or
condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is
unable to pay its debt as they are, or become due”. The term includes a person
against whom an involuntary petition has benn filed, or who has filed a voluntary
petition, or who has been adjudged a bankrupt (status atau kondisi seseorang
(individu, persekutuan, korporasi, kotamadya) yang tidak mampu untuk
membayar utangnya sebagaimana adanya atau telah jatuh tempo. Istilah tersebut
meliputi seseorang yang melawan suatu petisi tanpa disengaja telah disimpan,
atau yang telah menyimpan suatu petisi sukarela atau yang secara hukum
dinyatakan pailit). (Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, 1999:113).

Pengertian yang diberikan dalam Black's law Dictionary tersebut, dapat
kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan “ketidakmampuan untuk
membayar” dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.
Ketidak mampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk
mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun
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atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit
ke Pengadilan.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 171/1973/Perdt/PTB, tanggal 31
Juli 1973, menyatakan bahwa istilah berhenti membayar, seperti diganskan secara
normatif di atas, tidak mutlak harus diartikan debitur sama sekali berhenti
membayar utang-utangnya. Tetapi debitur dapat dikatakan dalam keadaan
berhenti membayar, apabila ketika diajukan permohonan pailit ke pengadilan,
debitur berada dalam keadaan tidak dapat membayar utangnya.

Kepailitan menurut Memorie Van Toelichting (Penjelasan Umum) adalah
suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna
kepentingannya bersama para yang mengutangkan Subekti dalam bukunya
Pokok-pokok Hukum Perdata, berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu usaha
bersama untuk mendapatkan pembayaran semua berpiutang secara adil.

2.3.3 Asuransi

Asuransi kalau kita lihat dan segi hukum selalu dikaitkan dengan suatu
perjanjian atau persetujuan diantara para pihak yang berkepentingan, dan seg
hukum didapat adanya perbedaan yang diberikan dalam KUHPerdata dan KUHD
serta Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

1. KUHPerdata

Di dalam KUHPerdata pengertian asuransi terdapat dalam rumusan Pasal
1774, yang menentukan sebagai benkut :

Suatu persetujuan untung-untungan (kans-overeenkomst) adalah suatu
perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak
maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang
belum tentu.

Rumusan Pasal 1774 KUHPerdata di dalamnya mengandung persetujuan
pertanggungan/asuransi. Pertanggungan ini termasuk persetujuan uniung-
untungan. Bahwa dimasukkannya pertanggungan dalam perjanjian untung-
untungan adalah kurang tepal, karena dalam perjanjian untung-untungan secara
sengaja dan sadar, para pihak dalam perjanjian itu akan mengalami suatu
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kesempatan untung-untungan. Di dalam perjanjian untung-untungan tidak terdapat
pemenuhan prestasi secara seimbang (Abdulkadir Muhammad, 2002; 1'45).

Disamping itu juga tidak tepat apabila perjanjian perianggungan/asuransi
digolongkan dengan pertaruhan dan perjanjian, karena keduannya terdapat
perbedaan yang prinsipal, karena terhadap adanya pertaruhan dan perjudian
undang-undang tidak memberikan akibat hukum. Hal ini dapat diketahui dari
Pasal 1778 KUHPerdata.

2. KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)
Di dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
disebut bahwa ;
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana
scorang penanggung mengikatkan dini kepada scorang tertanggung,
dengan menerima suatu premi, atau memberikan kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.
Nyatalah bahwa dari pengertian pasal 246 KUHD itu dapat disimpulkan
adanya 3 (tiga) unsur dalam asuransi, 1alah:

I. pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda disebut dengan “Verzekering”
yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung
(verzekering), sekaligus atau dengan berangsur-angsur.

2. pihak penanggung mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang
kepada pihak tertanggung, sekaligus atau berangsur-angsur apabila maksud
unsur ketiga berhasil.

3. suatu kejadian yang semula belum jelas akan terjadi.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Penpertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Tentang Usaha Perasuransian terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau
lebth, dengan mana pihak penanggung mengikatkan din kepada
tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan
yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa
yang nidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang
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-

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang vyang

dipertanggungkan.

Rumusan Pasal 1 angka (1) Undang- Undang Nomor 2 'Ihhun 1992
Tentang Usaha Perasuransian, temyata lebih luas jika dibandingkan dengan
rumusan Pasal 246 KUHD, karena tidak hanya melingkupi asuransi kerugian,
melainkan juga asuransi jiwa. Hal ini dapat diketahui dari kata-kata terakhir

&

: “...untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas

meninggal atau hidupnya sescorang yang dipertanggungkan”, Dengan demikian,
objek asuransi tidak hanya meliputi harta kekayaan melainkan juga jiwa/raga

rumusan yaitu

manusia.

2.3.4 Nasabah Asuransi

Pengertian nasabah asuransi secara definitif memang tidak kita temukan
dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi secara umum pengertian nasabah
asuransi selalu identik dengan pemegang polis asuransi

Nasabah asuransi adalah pemegang polis asuransi. Dalam dunia asuransi
pemegang polis disebut juga “terjamin, verzekerde, insured” adalah manusia dan
badan hukum, sebagai pihak yang berhak dan berkewajiban, dalam perjanjian
asuransi, dengan membayar premi, tertanggung ini dapat :
1) dirinya sendiri — seseorang yang mempertanggungkan untuk dirinya sendiri;
2) seorang ketiga — harus disebut dalam polis (Ps. 267 KUHD);
3) dengan perantaraan seorang makelar, tetapi hal ini makelar tersebut, sebagai

kuasa tak terikat oleh perjanjian itu.

Nasabah asuransi atau pemegang polis mempunyai hak-hak serta
kewajiban-kewajiban.
Hak-hak nasabah :
1) menerima polis;
2) mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa tersebut;
3) hak-hak lainya sebagai imbalan dari kewajiban penanggung
Kewajiban nasabah :

1) membayar preminya,;
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2) membentahukan keadaan-keadaan sebenamya mengenai barang yang
dipertanggungkan (Ps. 251 KUHD);

3) mencegah agar kerugian dapat dibatasi (Ps. 283 KUHD); '

4) kewajiban khusus yang mungkin disebut dalam polis.

2.3.5 Hukum Perlindungan Konsumen

Konsumen mempunyai keberadaan yang tidak terbatas dengan strata
yang sangat bervanasi dan universal. Konsumen pada beberapa sisi menunjukkan
berbagai kelemahan menyebabkan konsumen tidak mempunyai kedudukan yang
aman. Oleh karena itu secara mendasar, konsumen juga membutuhkan
perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan
konsumen jika dibandingkan dengan kedudukan produsen yang relative lebih kuat
dalam banyak hal, menyebabkan masalah perlindungan hukum sangat penting
bagi konsumen.

Hukum konsumen terdiri atas rangkaian peraturan perundangan-
undangan yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk
memenuhi kebutuhan hidup mereka. Orang-orang tersebut terutama terdiri atas
(pengusaha) penyedia barang atau penyelenggara jasa yang merupakan kebutuhan
hidup manusia serta konsumen pengguna barang atau jasa tersebut. (Az. Nasution,
1995:64).

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 1999, dikarenakan berbagai
macam faktor, yaitu :

l. Tidak jelasnya norma-norma perlindungan konsumen di Indonesia;

2. Praktek peradilan yang tidak lagi cepat, murah dan berbiaya ringan;

3. Sikap menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar
pengusaha. (Widjaja dan Yani, 2001:2).

Sebelum lahimya Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum jelas
apa yang dimaksud dan apa saja yang termasuk di dalam cabang hukum
konsumen dan/atau hukum perlindungan konsumen. Sekalipun demikian, hampir

semua orang sudah menyebutkan tentang hukum konsumen, terutama hukum
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perlindungan  konsumen. Kemungkinan besar meningkatnya kebutuhan
masyarakat akan perlindungan bagi konsumen terhadap dampak (negatif)
hubungan penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan konsumen oleh pengusaha
dan penggunaannya oleh konsumen; merupakan salah satu penyebab. Tentu saja
tidak dapat dihindarkan juga pengaruh global perkembangan kehidupan antar
bangsa pada umumnya dan kehidupan sosial-ekonomi-hukum pada kﬂususnya
(Az Nasution, 1995:61). Namun keadaan berubah setelah lahimya Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20
April 1999, meskipun undang-undang ini baru efektif berlaku pada tanggal 20
April 2000.
Batasan (definisi) hukum konsumen adalah sebagai berikut :

Hukum Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang

mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk

barang dan/atau jasa, antara penyediaan dan penggunaannya, dalam

kehidupan bermasyarakat. (Az. Nasution, 1999, 23)

Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
khususnya Pasal | menyatakan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang
menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada

‘ )
konsumen. !

Tujuan dan perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Bab

1II Pasal 3 UUPK vaitu :

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindungi din;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindari dari
akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

¢. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai konsumen:

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan

informasi;
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e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan,
keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen diwujudkan kedalam suatu huhuﬂgan yang
mempunyai keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya baik itu pemerintah,
konsumen maupun pelaku usaha, yang dilakukan dengan menciptakan suatu
perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan terhadap akses-
akses informasi seria menjamin kepastian hukum, memadukan penyelenggaraan
dan pengembangan serta pengaturan perlindungan konsumen sehingga pelaku
usaha dapat meningkatkan kualitas barang yang dihasilkan.
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BAB 11
PEMBAHASAN

3.1 Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Nasabah Akibat
Putusan Pailit

Pemberitaan di media massa akhir-akhir ini banyak menyoroti mengenai
pailitnya perusahaan asuransi. Pada akhir April 2004, kita dikejutkan dengan
peristiwa pemailitan perusahaan asuransi. Kali ini giliran PT. Prudential Life
Assurance vang dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pu;;at dengan
keputusan No. 13/PAILIT/2004/PN.NIAGA JKT.PST. tanggal 23 April 2004,
Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
medio September 1998, tercatat beberapa perkara pailit diputuskan Pengadilan
Niaga Jakarta Pusat yang menyangkut perusahaan asuransi, antara lain China
Trust Commercial Bank melawan PT. Asuransi Jasa Indonesia dan perkara
Frederick Rahmat HS melawan PT. Asuransi Wataka, Terakhir, PT. Dharmala
Sakti Sejahtera Tbk melawan PT, Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
(Manulife).[Ww,lempointerakﬂﬂmm]

Putusan atas perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa perusahaan
asuransi idak kebal pailit dan perselisihan yang terjadi antara perusahaan asuransi
dan tertanggung, agen, atau dengan pihak-pihak lainnya dapat diajukan ke
Pengadilan Niaga. Ternyata, dengan berlakunya Undang-Undang Kepailitan yang
dibentuk dengan tujuan agar usaha yang terkena pengaruh krisis ekonomi dapat
memperoleh suatu upaya untuk dapat meneruskan kegiatannya malah menjadi
ancaman bagi perusahaan-perusahaan, termasuk perusahaan asuransi.

Majelis hakim Pengadilan Niaga dalam memutuskan pailit, beranggapan
bahwa dalam menjatuhkan keputusannya sudah memenuhi syarat Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dimana di dalam Pasal 1
ayat (1) menycbutkan -

20
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debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar

sedikitnya satu utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dinyatakan pailit

dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang

atau lebih kreditumya.

Persyaratan untuk bisa dinyatakan pailit sebagaimana yang ditentukan oleh
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang,
sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terdapat dalam undang-undang
kepailitan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana dalam
ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menentukan :

Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar
lunas sedikitnya satu utang vang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonnya
sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasar paparan di atas, maka telah jelas, bahwa untuk bisa dinyatakan

pailit, debitur harus telah memenuhi dua syarat yaitu ;

I. Memiliki minimal dua kreditur;

2. Tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Kreditur yang tidak dibayar tersebut, kemudian dapat dan sah secara hukum untuk
mempailitkan debitur, tanpa melihat jumlah piutangnya.

Kasus kepailitan yang menimpa PT.Wataka General Insurance kedua
persyaratan uniuk dapat dinyakan pailit telah terpenuhi. Pertama, memiliki
minimal dua kreditur dalam hal ini selain Frederick Rahmat sebagi salah satu
kreditumya PT.Wataka General Insurance juga memiliki dua kreditur lainnya
yaitu PT.Cipta Daya Guna Mandiri, yang mempunyai piutang atas PT.Nahda
Mentari sebesar Rp. 877 juta, serta PT.Inti Manunggaling Wargo yang punya
piutang sebesar Rp. 1,5 miliar atas PT.Nahda Mentari. Perusahaan yang terakhir
ini juga menggunakan jasa PT.Wataka General Insurance sebagai penjamin.
Kedua, tidak membayar minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat
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ditagih, syarat ini dapat diketahui dan tidak dibayamnya klaim yang diajukan oleh
para krediturnya.

Putusan pernyataan pailit terhadap perusahaan-perusahaan asuransi di atas
memang masih menggunakan dasar hukum undang-undang kepailitan yang lama
yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan
Pemenntah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang. Ketentuan /mengenai
pengertian utang agak sedikit berbeda antara Undang-Undang Num:or 4 Tahun
1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
| Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maksudnya sedikit
berbeda disini adalah bahwa pengertian atau definisi utang dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang diberikan secara jelas, sebagaimana ditegaskan dalam
ketentuan Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa :

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam

jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing,

baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau
kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang yang wajib
dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada

Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Selama berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tabhun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
lerjadi perbedaan pendapat mengenai “apa yang dimaksud dengan utang™ karena
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang tidak memberikan definisi
alau pengertian tentang utang. Pendapat pertama-utang dalam pengertian sempit-
mengartikan utang sebagai kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang
yang timbul dari perjanjian utang-piutang (perjanjian kredit) saja, yaitu berupa
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utang pokok dan /atau bunganya. Pendapat kedua mendefinisikan utang dalam
pengertian luas. Utang, berdasarkan pendapat ini, diartikan tidak hanya kewajiban
debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari perjanjian utang-piutang,
tetapi juga kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang yang timbul dari
penjanjian (tindakan wanprestasi) atau undang-undang. Jadi, termasuk segala
bentuk wanprestasi terhadap suatu kontrak (breach of
contract).(www.lempointeraktif com).

Selanjutnya, sehubungan dengan persyaratan bahwa “utang telah jatuh
waktu dan dapat ditagih”, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang
tidak menjelaskan tentang jatuh temponya suatu utang Hal ini berbeda dengan
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Penundaan
Kewajiban Pemayaran Utang dimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1)
dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan
dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu,
baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya
sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi
yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis
arbitrase. Pada umumnya, dalam menetapkan apakah suatu utang-piutang telah
Jatuh tempo dan dapat ditagih seperti yang dimaksudkan Pasal 1 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, dapat dilihat dari
perjanjian kredit yang telah disepakati oleh para pihak. Dalam prakiek bisnis
asuransi, suatu klaim baru dapat diartikan sebagai utang apabila telah ada
kesepakatan atau mengenai jumlah klaim yang harus dibayar. Sebelum
penanggung mengakui /iability-nya dan adanya kesepakatan tentang besarnya
jumlah klaim, maka suatu klaim asuransi belum dapat diartikan sebagai suatu
utang.
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Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, sekali lagi memang
sangat mempermudah proses kepailitan. Sebagai contoh, Pasal 6 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Kepailitan Menjadi Undang-Undang, menentukan bahwa
permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau
keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan Menjadi
Undang-Undang telah terpenuhi. Hal yang sama juga terdapat dalam Undang-
Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Pasal 8 ayat (4) yang menyatakan bahwa permohonan
pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang
terbukti secara sederhana bahwa pernyataan utuk dinyatakan pailit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah terpenuhi.

Bunyi pasal di atas dengan tegas menyatakan bahwa hakim harus
mengabulkan, bukan dapat mengabulkan, jika telah terbukti secara sederhana.
Yang dimaksud terbukti secara sederhana adalah kreditur dapat membuktikan
bahwa debitur berutang kepadanya, dan belum dibayarkan oleh debitur kepadanya
padahal telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kemudian kreditur tersebut dapat
membuktikan di depan pengadilan, bahwa debitur mempunyai kreditur selain
dirinya. Jika menurut hakim apa yang disampaikan kreditur atau kuasanya benar,
tanpa melihat besar kecilnya jumlah tagihan kreditur, maka hakim harus
mengabulkan permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditur tersebut.

Sebelum lahimya Undang-Undang Kepalitan yang baru (Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang) persoalan mengenai kepailitan perusahaan asuransi
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sebenarnya masih mengalami pro dan kontra. Hal ini disebabkan oleh karena
perusahaan asuransi sebagai salah satu lembaga penghimpun dana dari masyarakat
berada dibawah pembinaan dan pengawasan Menteri Keuangan. Ada yang
menyatakan sebaiknya kepailitan perusahaan asuransi dilakukan oleh Menteri
Keuangan, dan pihak lain tetap mendukung berdasarkan Undang-Undang
Kepailitan yang ada waktu itu.

Terlepas dan polemik mengenai siapa atau lembaga mand yang
sepantasnya memailitkan perusahaan asuransi, penulis dalam penulisan skripsi ini
lebih menekankan kepada tanggung jawab dari perusahaan asuransi terhadap
nasabahnya akibat adanya putusan pailit terhadapnya.

Sampai saat ini dalam hukum positif kita masih belum ada peraturan
perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab
perusahaan asuransi terhadap nasabah apabila perusahaan asuransi tersebut
dinyatakan pailit. Dan disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan
yang dimaksud, sehingga dalam kasus kepailitan yang menimpa PT.Wataka
General Insurance ketentuan mengenai perseroan terbatas dan kepailitan dapat
diberlakukan terhadap perusahaan asuransi, karena perusahaan asuransi
merupakan suatu badan hukum yang berbentuk perseroan yang dinyatakan pailit.
Dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditegaskan bahwa
dengan pernyataan pailit, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk
menguasal dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam hara pailit sejak
langgal putusan pemyataan pailit diucapkan. ,

Selanjutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit akan dilakukan oleh
kurator. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor
37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
yang menyatakan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau
pemberesan harta pailit. Ketentuan pasal tersebut mengandung pengertian bahwa
kurator tidak menanggung utang baik sebagian maupun keseluruhan utang dari
debitur pailit, tetapi kurator hanya mengurus dan membereskan kéwajiban-
kewajiban dari debitur pailit kepada para krediturnya.
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Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan dalam Pasal 70 bahwa
yang dapat bertindak sebagai kurator adalah :

1. Balai Harta Peninggalan; atau
2. Kurator lainnya :

a. Orang perscorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki
keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau
membereskan harta pailit; dan

b. Terdaftar pada Kementrian yang lingkup tugas dan tanggung)jawabnya
di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. :

Berdasar bunyl rumusan pasal-pasal tersebut dapat penulis tark
kesimpulan bahwa pengurusan dan pemberesan harta pailit dilakukan oleh
kurator. Akan tetapi permasalahan utang yang timbul akibat perbuatan hukum
yang dilakukan oleh debitur pailit akan tetap menjadi tanggung jawab debitur
pailit itu sendin.

PT. Wataka General Insurance sebagai badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas, tentu tidak bertindak sendiri dalam melakukan kegiatan sehari-
han termasuk melakukan perbuatan hukum akan tetapi diwakili oleh pengurusnya.
Organ yang oleh Undang-Undang Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan
Terbatas diamanatkan untuk mengurus dan mewakili perseroan terbatas adalah
direksi. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang
Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa
Dircksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik
di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 79 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang
Perseroan Terbatas juga menegaskan bahwa pengurusan perseroan dilakukan oleh
Direksi, selanjutnya Pasal 79 ayat (2) undang-undang tersebut juga menentukan
untuk perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat, perseroan
yang menerbitkan surat pengakuan hutang atau Perseroan Terbuka wajib
mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi. Sehingga untuk
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perseroan vang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat seperti
perusahaan asuransi diwajibkan mempunyai 2 (dua) orang anggota direksi.

Suatu perseroan dinyatakan pailit akibat adanya kesalahan dalam
pengurusannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang
Nomor | Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa dalam hal
kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan
tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut maka setiap
anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian itu. Hal
ini dikarenakan tanggung jawab pengurusan perseroan terbatas untuk kepentingan
dan usaha perseroan terbatas dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota
Direksi tanpa kecuali, maka baik kelalaian maupun kesalahan seorang atau lebih
anggota Direksi berakibat bahwa seluruh anggota Direksi harus menanggung
akibatnya, tanggung jawab ini disebut dengan tanggung jawab kolegial (collegiate
auansprakelijkheid).

Perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha mempunyai| pengaturan
mengenai tanggung jawabnya dalam Undang-Undang Nomor 8 }'ahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 19 Ayat (1) menyatakan bahwa pelaku
usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,
dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang
dihasilkan atau diperdagangkan. Sehingga sebagai pelaku usaha bertanggung
jawab memberikan ganti rugi atas kerugian nasabah sebagai konsumen akibat
menggunakan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan ganii rugi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa
yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pembenan
santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud sehubungan dengan kasus
di atas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

Perasuransian.
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Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,
dalam Pasal 20 menyebutkan dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan
dalam peraturan kepalitan, dalam hal terdapat pencabutan izin usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha
Perasuransian, maka Menteri Keuangan, berdasarkan kepentingan Umum dapat
memintakan kepada Pengadilan Niaga agar perusahaan yang bersangku!an
dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas harta Perusahaan Asuransi Kerugian
atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama.

Suatu perusahaan asuransi yang telah dicabut izn usuhan}r;, maka
kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap
dapat memperoleh haknya secara profesional. Untuk melindungi kepentingan para
pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang berdasarkan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian untuk
meminta Pengadilan Niaga agar perusahaan asuransi yang bersangkutan
dinyatakan pailit, sehingga kekayaan perusahaan tidak dipergunakan untuk
kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan
para pemegang polis. Selain itu, dengan adanya kewenangan untuk mengajukan
permintaan pailit tersebut, maka Mentern Keuangan dapai mencegah
berlangsungnya kegiatan tidak sah dari perusahaan yang telah dicabut izin
usahanya, sehingga kemungkinan terjadinya kerugian yang lebih luas pada
masyarakat dapat dihindarkan.

Hak utama dalam pasal tersebut, mengandung pengertian bahwa dalam hal
kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada
hak pihak-pihak lainnya, kecuali dalam hal kewajiban untuk negara, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar bunyi ketentuan pasal-pasal tersebut, maka kurator dalam
menyelesaikan kewajibannya kepada para kreditur harus memberikan prioritas
kepada para nasabah pemegang pniis. asuransi berdasarkan bunyi ketentuan Pasal
20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian di
atas.
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3.2 Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Sebagai Konsumen Akibat

Putusan Pailit Terhadap Perusahaan Asuransi

Sebagaimana tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap nasabahnya
akibat adanya putusan pailit. Peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur mengenai jaminan perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi
apabila perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit sampai saat ini pun masih
belum ada dalam peraturan perundang-undangan kita. Tapi dalam penulisan
skripsi ini penulis mencoba untuk menarik permasalahan perlindungan hukum
terhadap nasabah asuransi akibat pailitnya perusahaan asuransi yang bersangkutan
dar sudut pandang hukum perlindungan konsumen.

Penulis menganggap bahwa hal ini tidaklah berlebihan karena
bagaimanapun nasabah asuransi adalah konsumen juga. Menurut Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan (2001:509), dalam bukunya Kamus
Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa konsumen adalah pemakai barang-
barang hasil industri, penerima pesan iklan, pemakai jasa. Dalam Ensiklopedia
Ekonomi Keuangan Perdagangan Inggris-Indonesia menyatakan bahwa konsumen
adalah seseorang yang menggunakan atau memakai atau mengkonsumsi barang
dan jasa bukan yang menyebarluaskan atau mendistribusikan atau memproduksi
atau menghasilkan. (Abdurrahman A; 1982, 24).

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa, pengertian konsumen adalah setiap orang
pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk
kepentingan diri sendin, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan
tidak untuk diperdagangakan.

Berdasar buny: berbagai rumusan mengenai pengertian tentang konsumen
dapat kita ketahui bahwa konsumen bukan hanya pemakai barang, tetapi
konsumen juga adalah pemakai atau pengguna jasa. Pengertian jasa yang
dimaksud disini adalah jasa dari perusahaan asuransi. Hal tersebut senada dengan
apa yang terjadi di luar negeri, yaitu:

Di Spanyol pengertian konsumen didefinisikan secara lebih luas, yaitu
konsumen diartikan tidak hanya individu (orang) tetapi juga suatu
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perusahaan yang menjadi pembeli atau pemakai terakhir. Adapun yang
menarik disini, konsumen tidak harus terikat dalam hubungan jual beli
schingga dengan sendirinya konsumen tidak identik dengan pembeli.
(Sidharta, 2000:3)

Nasabah asuransi sebagai konsumen juga mendapatkan pengaturan

mengenai perlindungan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen,

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum,

oleh karena itu perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Adapun
materi yang mendapat perlindungan konsumen itu bukan sekedar fisik, melainkan
terlebih lebih haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain perlindungan
konsumen sesungguhnya identik dengan hukum terhadap hak-hak konsumen
(Shidarta, 2000:16),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen

mengatur mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu :

Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk
melindung diri;

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya
dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan
menuntut hak-haknya sebagai kosumen;

Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan
informasi;

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam
berusaha;

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan
usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan
keselamatan konsumen.
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
mencakup tiga bidang hukum yang memberikan perlindungan secara umum bagi
konsumen, yaitu bidang Hukum Perdata, Pidana dan Administrasi Negara.

Perlindungan dibidang keperdataan diadakan bertitik tolak dari tarik
menarik kepentingan antara sesama anggota masyarakat jika seseorang merasa
dirugikan oleh anggota masyarakat lain, tentu ia menggugat pihak tersebut agar
bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya. Dalam hal ini mungkin saja
sudah terdapat hubungan hukum berupa perjanjian.

Jika seseorang sebagai konsumen mempunyai hubungan hukum berupa
perjanjian dengan pihak lain melanggar perjanjian yang telah disepakati
bersama, maka konsumen berhak menggugat lawannya berdasarkan dalih
melakukan wanprestasi (cidera janji). Jika sebelumnya tidak ada perjanjian
tetap saja konsumen mempunyai hak untuk menuntut secara perdata yakni
melalui ketentuan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigdaad).

(Shidarta, 2000:98).

Secara Pidana, tuntutannya tidak lagi semata-mata karena pihak lain
melanggar perjanjian. Filosofi penuntutan secara pidana lebih luas daripada itu,
yakni untuk melakukan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana
tertentu, dalam hal ini aparat kejaksaan sebagai penuntut dalam mewakili
masyarakat.

Dalam lapangan hukum Administrasi Negara, perlindungan yang
diberikan biasanya lebih bersifat tidak langsung atau preventif dan proaktif.
Pemerintah biasanya mengeluarkan ketentuan normatif yang membebani pelaku
usaha dengan kewajiban tertentu.

Menurut Prof. Hans W Mielitz, dalam perlindungan konsumen secara
gans besar dapat ditemukan dua model kebijakan. Pertama kebijakan yang
bersifat komplementer, yaitu kebijakan yang mewajibkan pelaku usaha
memberikan informasi yang memadai kepada konsumen (hak atas
informasi). Kedua kebijakan kompensatoris, yaitu kebijakan berisikan
perlindungan terhadap kepentingan ekonomi konsumen (hak atas keshatan
dan keamanan). (Shidarta, 2000:99).

Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu :
I. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety).
2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed).
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Hak untuk memilih (the right to choose).
Hak untuk didengar (the right to be heard).(Shidarta, 2000:16).
Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen, konsumen mempunyai beberapa hak. Hak konsumen

tersebut antara lain:

a

Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam meugﬁunsumsi

barang dan/atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang

dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang

digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian

sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak

diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Kasus kepailitan yang menimpa PT.Wataka General Insurance tentu akan

menimbulkan dampak kerugian terhadap para nasabahnya. Salah satu bentuk
perlindungan yang diberikan oleh undang-undang perlindungan konsumen
terhadap nasabah asuransi, dalam hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 4
huruf (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 4 huruf (i) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan landasan
hukum bahwa hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
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lain dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum bagi konsumen. Peraturan
perundang-undangan yang dimaksud disini salah satunya adalah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, khususnya Pasal 20 Ayat (2)
yang menegaskan bahwa hak pemegang polis atas pembagian harta Perusahaan
Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan
hak utama. Hak utama dalam ayat ini mengandung pengertian bahwa dalam hal
kepailitan, hak pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada
hak pihak-pihak lainnya, kecuali kewajiban untuk negara, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pihak-pihak lain yang dimaksud di sini adalah para kreditur lain selain
nasabah pemegang polis. Walaupun tidak diatur tentang keberadaan nasabah
asuransi pemegang polis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
Peraturan Kepailitan, akan tetapi ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian tersebut berlaku secara Lex Specialis
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kepailitan. Sehingga
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang harus tunduk kepada Pasal 20 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian bila terjadi
kepailitan suatu perusahaan asuransi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
pada prinsipnya mengatur perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara umum
tidak spesifik kepada nasabah asuransi. Sehingga hanya dipakai sebagai acuan
dasar saja didalam memberikan perlindungan kepada nasabah asuransi, yang
dalam hal ini sebagi konsumen dari jasa perusahaan asuransi. Tujuan dari
perlindungan ini adalah untuk mencapai keadilan, sesuai dengan tujuan dari
perlindungan konsumen yang diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
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BAB 1V
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka
dengan tidak mengurangi ruang lingkup pembahasan dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

I. Tanggung jawab dari perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit terhadap
nasabah akibat adanya putusan pailit masih belum diatur secara khusus dalam
peraturan perundang-undangan kita. Sehinga ketentuan mcngr:m}j perseroan
terbatas dan kepailitan dapat diberlakukan terhadap perusahaan asuransi,
karena perusahaan asuransi merupakan suatu badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas. Tetapi sebagai pelaku usaha tanggung jawab perusahaan
asuransi kepada nasabah diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen.

2. Perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi walaupun belum secara
khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri tetapi sebagai
konsumen nasabah asuransi mendapatkan pengaturan mengenai perlindungan
hukumnya dalam undang-undang perlindungan konsumen. Hal ini disebabkan
bahwa bagaimanapun juga nasabah asuransi adalah konsumen, sesuai dengan
bunyi ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Tentang Perlindungan Konsumen.

4.2 Saran
Saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

I. Dalam hal terjadi kepailitan terhadap perusahaan asuransi pemerintah
sebaiknya membuatkan peraturan yang secara khusus mengatur mengenai
tanggung jawab dari perusahaan asuransi apabila perusahaan asuransi yang
bersangkutan dinyatakan pailit, selain peraturan perundang-undangan yang
sudah ada seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan

34
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Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan
Penundaan Kewajban Pembayaran Utang Karena perusahaan asuransi
sebagai salah satu lembaga pengelola dana dari masyarakat melibatkan banyak
kepentingan dari masyarakat sebagai nasabah asuransi.

Pemerintah harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap
konsumen, dalam hal imi khususnya terhadap para nasabah asuransi apabila
perusahaan asuransi yang bersangkutan dinyakan pailit. Misalnya memberikan
Jjaminan bahwa dana nasabah akan aman apabila perusahaan asuransi yang
bersangkutan dinyatakan pailit,
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0 ASURANSI

ey l‘;'t"' BT Ny ]

At'\u-. iy e LR

Yang Terlilit Akibat Pailit

Pertama kali, perusahaan asuransi dinyatakan pailit. Tapi, bagaimana

perlindungan terhadap nasabah?

unla aswrunsl Indonesla mencubt sejie
rah baru pada 10 Agustus Llu. Untuk
pertama kalinya, sebuah perusahain
asurans] dinyalakan pailic Musibah i me
nimpa PT Wataka General Insurance ber
dasarkan putusan majelis hakim yany dike
lal Erwin Mangatas Malau di Pengadilan
Niaga Jakirta
Kisah pailit PT Wataka bermula digi gregratan
Frederick Rahmat Pada 12 Desember 1997 sk
Lum, Frederick memberikan pinjamai kepada
PT Ciplas Harum Sentosa sebesar Rp 227 jula
Dalam peristiwa i, PT Wataka bertindak se

luku penjamin PT Ciplis Harum. Untuk 4lu.

1" Wataba menerbitkan surety bond
{semacam surat obligasi) kepada
Fredencie

Dralam perjalanan wabou, PT Ciplas
Harum wak sanggup mengembalik
an'uang Frederick. Lantaran sudah
mendapatkan jaminan dad FT Wa
Lika, Frederck lalu mengujuban kla
um pelunasanang kepada peruss
hian asuransi tersebut. Tapi, tak
mendapatkan tanggapan. Karena inse
lah, pada 17 Juni lampay, ia mengiru-
gat pailit PT Wataka

Keberuntungan memang sedang
berpihak kepada Fredericle Duki-
nya, gugatan pailit it dikabulkan ha-
kim. Dalam pertimbangan hukum-
nya, Erwin mengacu kepada Pasal
1832 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdatz {(KUH Perdata). Pasal iw
mengatur soal penjamin yang me
lepashan hak istimewinya untuk me
nuntut harta debitor agar disita dan
dijual lebih dulu.

Seperti dikatakan Erwin kepada
Fajar W, Hermawan dani FORUM,
peuda perjanjian awal PT Watika ddak
menggunakan Pasal 1831 KUH Per-
data Pasal ilu menegaskan, penji
min (PT Wataka) udak diwajibkan
membayar kepada kreditor (Fre-

derick), sebelum harta debitor (PT FT WATAKA GENERAL INSURAMCE. Tak acla jaminan n'JrIpcmmm.lh

Ciplas Haruin) disits dan dijual uotuk mele
nasi utangnya “Kalau PT Ciplas Harum ku-
runyg dalum membayar utang i, barulah me
magih kepada PT Watala, ™ kman;.r;'.

Namun Shafuat Andika, Presiden Direkour
T Wataka, tidak sependapat Menurut Sha
frusit, huk istimewa itu baru bisa berfungsi jika
kladin divi Frederek diterima, Kalug lad Lo
terjudi, piluknya bisa langsung membayar
Frederck, bunpa menunggu PT Ciplas Harum
membayar welebih dulu kepada PT Wataka
"Bagaimana klaimnya bisa kami terima, se-
mentara antara FT Ciplas Harum dan Frede
iick umu]:l ada sengheta” kal:u‘l-ya.

Lantaran udak dapat meneruma putusan h
kim, PT Wataka melaporian masalah tersebi
ke Departemen Keuangan. Rupanya, Depa
temen Keuangan merespan pengaduan it
Menurut Firdaus Djaeland, Direkiur Asurun
Departemen Keuangan, berdasarkan lipors
PT Wataka, klaim Fredenick masih dalam pr
ses. Jadi, "Enggak bisa dipailitkan, dony
ujarnya.

Perscalan pemailitan PT Wataka lerseb
memang masih culup berbelit Dan, ada s
bl yung tersembul o balik lasus ensebut: L
gaimana periindungan terhadap nasabah as
ransi? Jika sebuah bank dibekukan, pemer
th menjamin simpanan semua nasabaluny
Tapi, nasib nasabah asuransl tak seberunius
nasabah bank. Soalnya, ternyata tak ada jany
mmmmdibu&mpﬂmﬁlhhﬁhl
buah perusahaan asuransl dibubarkan, =L
lum ada kebjjakan perjaminan dari penr
tah,” kata Mrdaus,

Kendati demikian, tetap ada kelentuan o
ngenal pembayaran lerhadap nasabah at
pun kreditor sebuah perusahaan asuransi [
lam kasus PT Wataka, umpamanya, bila i
mang akhirnya perusahaan asur
si itu dinyatakan pailit, kurator hap
akan mengambil harta sesuai g
mintaan penggugat Selain itu, ko
tnrpzi harus mengembalikan p

lidak cubwp, akan diteruphan pem
gian dengan sislem proporsions
ujar Firdaus. :

Menurut Paripurna, ahli huk
asuransi dari Fakultas Huku
UGM, Yogyakarta, ada dua kemu
ka perusalwan wsuransinya din
takan pailit. Kalau pars pemega
polis itu mengajukan klaim, mere
menjadi kreditor bersama yang m
gajukan gugatan pailit. Namun, t
tidak mengajukan klaim, mereka

kecil dibanding total kewajiban p
‘usahaan kepada kreditor dan |
sabah. "l termasuk risiko per
jian,” war Paripurna kepada Far
Cahyono dari FORUM.

Kalau beginu, tentu nasabah a
ransi perlu lebih berskap wasp
terhadap keamanan uangnya. Sis
tahu, menguap begitu saja?

Teguh 5. Usia dan Andrianio Sosiar

E FORUM Resduwan: No, 13, 10 Serrewnen 2500
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PUTUSAN -
Nomor: 48/Pailit/2000/PN.Niaga/Jki.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri / Niogo Jakaria Pusal yong
memeriksa dan memulus perkara permohonan kepailitan pada tingkat
perfama telah menjoluhkan sebagaimana tersebul dibawah ini dalom
permohonan kepailitan yang digjukan oleh:

FREDERICK RACHMAT H.S. bertempat finggal di Jalon Indokarya Timur Blok
G/14 Sunter Agung Podomoro Jakaria Ulara, dalom hal ini
memilik domisili dan member kuasa penuh kepada Kantof
Advokal & Konsullan Hukum YUSUF BASRI, SH.. Sp.N & REKAN,
berkantor di Jalan Cikini Raya No. 90 G Lantai 3 Jakaria Pusal,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertonggal 14 Juli 2000
selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Terhadap.

PT WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Wisma Tugu 1 Floor Jalan
HR. Rasuna Said Kav. C No. 89 Kuningon Jakarto Selatan
|dahulu beraloma di Graha Iroma 8th Floor Unit A-B Jalan H.R.
Rasuna Said Blok X-1 Kav. 12 Kuningon Jakaria Selalan,
selanjulnya disebut sebagai TERMOHON;

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT;

Teloh membaca sural permohonan Pemohon berikul segala surof yong
berhubungan dengan perkara ini; ——

Telah mendengar kedua belah pihak;
Telah mempelajari surat-sural bukti yong dicjukan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui sural permohonannya lerlanggal
17 Juli 2000 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga
Jjakoria Pusat  pada tanggal 17 Juli 2000 dibawah Nomor:
48/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. telah mengemukakan hal ini sebagai berkul:

I MENGENAI HUTANG TERMOHON kepada PEMOHON sesuai Surety Bond
(Jaminan pembayaran uang) No.05.1297.6.00090 tertanggal 22 Desember
1997, Surely Bond [Jaminan Pembayaran uang] No. 05.1297.6.00091
tertanggol 22 Desember 1997, Surety Bond (Jaminan pembayaran uvang)
No. 05.1297.6.00092 terianggal 22 Desember 1997, Surety Bond (Jaminan
pembayaran uang) No. 05.1297.6.00093 terfanggal 22 Desember 1997,
Surely Bond (Jaminan pembayaran uang) No. 05.1297.00094 tertanggol 22
Desember 1997 dan sesuai dengan Surety Bond (Jaminan pembayaran
uang) No. 05.1297.6.00095 tertanggal 22 Desember 1997.
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I. Bahwa pode fanggal 22 Desember 1997 -1elah-dilandaldngani é (enam)
Perjanjian Kernasama Modal antara PEMOHON dengan PT. CIPELES HARUM
SENTOSA, yaiul:

1.1, Pefanjion  Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOP/97 langgal 12
Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 49.169.000.- (Bukfi
P-1);

|.2. Perjonjion  Kerjosama Medal No. 11/PKMK/NOP/97 tonggal 12
Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 50.254.000.- (Bukfi
P-2);

1.3. Perjanjion Kerjasama Modal No.12/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember
1997. dengan nilai kerjasama sebesar Rp.49.169.000.- Bukhi P-3):

|.4 Perjaonjion  Kerjasama Modal No. 13/PKMK/NOP/97 tanggal 12
Cesember 1997, dengan nilai kerfjosoma sebesar Rp.47.208.000 (Bukti P-
4

|.5. Perjanjion  Kerjasama Modal No. 14/PKMK/NOP/97 tanggal 12
Desember 1997, dengan nilai kerjasama sebesar Rp. 45.137.000 (Bukti P-
Bl

1.6, Perjanjion  Kerjosama Modol No. 15/PKMK/NOP/97 tanggal 12
Desember 1997, dengan nilai kerjasamao sebesar Rp. 43.849.000.- (Bukti
P-4);

2. Bahwa seluruh Perjanjian Kerjasamo Modal a quo adalah berjumiah Rp.
284./86.000,- |dua ralus delgpan puluh empat juta tujuh ratus delopan
puluh enam ribu rupiahy);

3. Baohwa Pernanjion Kerjosoma Modal tersebut merupakan pembernain
fasilitas modal dari PEMOHON kepada PT. CIPELES HARUM SENTOSA.

4, Bahwo sesuai dengon ketentuan pasal Il Perjanjion Kerjosama Modal,
seluruh fasilitas modal a gquo telah dileima oleh PT. CIPELES HARUM
SENTOSA sebagaimana kwitansi tersebut dibawah ini:

4.]. Kwitansi penerimaan vang ferfanggal 30 Desember 1997 sebesar Rp.
227.149.000.- (dua ratus dua puluh fujuh julo seratus empal puluh
sembilan ribu rupiah) (Bukti P-7);

4.2. Kwitansi penerimaan vang tertanggaol 28 Januar 1998 sebesar Rp.
50.000.000.- {lima puluh juta rupiah) (Bukti P-8):

5. Bahwa masing-masing Perjanjion Kerjasama Modal tersebul berlaku untuk
jangka waklu | {salu) bulan, dimana semua Perjanjian Kerjosama a quo
telah jatuh tempo, yailu;

5.1. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOF/97 langgal 12
Desember 1997 berloku lerhilung sejok tanggol 30 Desember 1997
sampai dengan fanggal 28 Januar 1998 dan oleh karenanya telah
jatuh tempo pada tanggal 28 Januar 1998.

5.2. Alas Perjanjian Kerqasama Modal No. 11/PKMK/NOFP/97 tanggal 12
Desember 1997 berlaku terhitung sejak langgal 28 Januari 1998 sampai
dengan tanggal 26 Pebruar 1998 dan oleh karenanya teloh jotuh
tempo pada tanggal 26 Pebruari 1998.

53. Atas Perjanjian Kerjasama Modal No. 12/PKMK/NOP/97 tanggal 12
Desember 1997 berlaku ferhitung sejak tanggal 26 Pebruar 1998
sampai dengan tanggal 30 Maret 1998 dan oleh karenanya lelah
jatun tempo pada tanggal 30 Maret 1998.

L4
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2.4, Atas_Ferjamjian Kerjasoma \Modal \No, “13/PKMK/NOPY?7 tanggoal 12
Desember 1997 berlaku ferhitung sejak langgal 30 Mare! 1998 sampai
dengan langgal 30 April 1998 don oleh karenanya telah joluh tempo
pada tanggal 30 April 1998.

5.5. Atas Perjanjion Kerjasama Modal No. 14/PKMK/NOP/97 tanggal 12
Desember 1997 berlaku terhitung sejak langgal 30 April 1998 sampai
dengan langgal 28 Mei 1998 dan oleh karenanya lelah jaluh tempo
podo tanggal 28 Mei 1998,

2.6 Atas Perjonjion Kerjasama Modal No. 15/PKMK/NOP/97 tanggal 12
Desember 1997 beraku terhitlung sejok langgal 28 Mei 1998 sampai
dengan langgal 30 Juni 1998 don oleh karenanya feloh ic‘tuh tempo
pada tanggal 30 Juni 1998.

Bahwa sebagal pemboyaran alau pengembalian terhadaop pemberian
lasililas Ketjasama a quo PT. CIPELES HARUM SENTOSA telah memberikan
Bilyel Giro dan Cheque kepada PEMOHON (Vide ketentuan Pasal lll Ayat
{1} Perjanjion Kerjasama Modal aquo). sebagai berikul:
6.1, Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 10/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12
Desember 1997:
Bilye! Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343031 lerlanggal 28
Januari 1998 sebesar Rp. 47.734.000.- (empal puluh lujuh juta lujuh
ratus liga puluh empal ribu rupiah) (Bukti P-9):
6.2. Untuk Perjanjian Kerasama Modal No. 11/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12
DesembEr 1997:
Bilyel Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343032 terfonggal 26
Pebruan 1998 sebesar Rp. 38.187.000,- (tiga puluh delopan juta
seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) (Bukti P-10);
Cheque Bank Tabungan Negara No. TC 246423 terfanggal 26
Pebruari 1998 Rp. 12.067.000.- [duo belas juta enam puluh tujuh ribu
rupiah) (Bukti P-11});
6.3. Untuk Perjanjian Kerjasama Modal No. 12/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12
Desember 1997:
- Bilyel Giro Bank Tabungan Negara No, TD 343033 tertanggaol 30
Marel 1998 sebesar Rp. 37.462.000.- (tiga puluh fujuh juta empal
ratus enam puluh dua ribu rupiah) (Bukti P-12);
Bilye! Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343039 tertanggal 30
Marel 1998 sebesar RP. 11.707.000 (sebelos jula tujuh ratus tujuh
ribu rupiah) (Bukfi P-13);
6.4. Untuk Perjanjian Kerjosoma Modal No. 13/PKMK/NOP/ 97 tanggol 12
Desember 1997:
- Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343034 terlanggal 30
April 1998 sebesar Rp. 35.968.000.- (tiga puluh lima juta sembilan
ratus enam puluh delapan nbu rupiah) [Bukli P-14);
Bilye! Giro Bonk Tabungan Negara No. TD 343040 terdanggal 30
April 1998 sebesar Rp. 11.240.000.,- {sebelas jula dua ratus empal
puluh ribu rupiah) (Bukti P-15);
6.5. Untuk Perjanjion Kerjasaoma Modal No. 14/PKMK/NOP/ 97 tanggal 12
Desember 1997:
Bilye! Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343035 terlanggal 28 Mei
1998 sebesar Rp. 34.390.000.- (tiga puluh empat juta tiga ratus
sembilan puluh ribu rupiah) (Bukli P-16);
Bilyet Giro Bank Tobungan Negara No. TD 246421 terlanggal 28 Mei
1998 sebesar Rp. 10.747.000.- (sepuluh jula tujuh ratus empaol puluh
tujuh ribw rupiah) (Bukhi P-17);
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6.6, Untuk-Pefjanjiont Kerjosama 'Modall No. [15/PKMK/NOP/ 97 tanggol 12
Desember 1997:

Bilyel Giro Bank Tabungan Negara No.1D 343034 lelonggal 30 Juni
1998 sebesar Rp. 33.409.000.- (liga puluh liga jula empar ratus
sembilan ribu rupiah) (Bukti P-18);
Cheque Bank Tabungan Negara No. T C 244422 tertanggal 30 Juni
1998 sebesar Rp. 10.440.000.- (sepuluh julo empal ralus empal
puluh ribu rupiah) (Bukli P-19);

Bahwa sesual dengan ketenfuan Pasal lil ayat (3) Perjonjian Kerjasoma a
quo. lerthadap kelerlambatan pembayaran hulang kera, TERMOHON
dikenakan denda keterlambaton sebesar 0.25% per-hari seliop harn
keterlambatan;

Bahwa seluruh Perjanjian Kerjosoma Modal a qup oleh PT. CIPELES HARUM

SENTOSA telan dijomin dengan Surely Bond (Jaminan pembayaran uang)

TERMOHON, sesuai dengan serlifikat “Jaminaon Pembayaran Uang”.

sebagai berikut:

8.1 Surely Bond (Jominan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00090
lertanggal 22 Desember 1997 uniuk Perjanjion Kerjasama Modal
No. 10/PEMEK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen
[ERMOHON Reg. NO. 002/SB.WGI.JKT/ XII/97 tanggal 31 Desember
1997

Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 50.667.000 (ima puluh juta enam
ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Jangka wakiu jaminan pemboyaran vong adalah terhilung sejak
langgal 12 Desember 1997 sampai dengan langgal 28 Januari
1998:; (Bukh P-20 dan P-26);

8.2 Surety Bond [(Jaminon Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00091
terfanggal 22 Desember 1997 unluk Perjanjion Kerjosama Modal
No.l 1 /PEME/NOP/97 tonggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen
[ERMOHON Reg. NO. 002/SB.WGILJKT/ XII/97 tanggal 31 Desember
1997,

Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 89.427.000.- (delapon ‘puluh
sembilan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Jangka waklu jaminan pembayaran uang adalah lerhilung sejak
tanggal 12 Januari 1998 sampai dengan tanggal 26 Pebruan 1998:
(Bukli P-2] dan P-26);

8.3.Surety Bond (Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00092
tertanggal 22 Desember 1997 uniuk Perjanjian Kerjasama Modal
No.12/PKMK/NCP/97 langgal 12 Desember 1997 jo Endorsemen
TERMOHON Reg. NO. 002/SB.WGI. KT/ XII/97 langgal 31 Desember
1997,

Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 114.933.000.- (serolus empal
belas juta sembilan ratus tiga puluh figa ribu rupiah):

Jangka waklu jominan pembayaran vang adalah terhilung sejak
tanggal 12 Maret 1998 sampai dengan tanggal 30 April 1998; (Bukti
P-22 dan P-2é);

8.4, Surety Bond [Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.00093
lerfanggal 22 Desember 1997 unluk Perjonjian Kerjasama Modal No.
I3/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen
TERMOHON Reg. No. 002/58.WG.JKT/ XIl/97 tanggal 31 Desember 1997:

Dengan nilai jominan sebesar Rp. 112.400.000.- (seratur dua belas
iuta empatl ralus ribu rupiah);
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Jangkawakiu jaminan pembayaran uang adaloh terhitung sejok
tanggal 12 Maret 1998 sampai dengan tanggal 30 April 1998 (Bukli
P-23 dan P-26); :

8.5 Surely Bond [Jaminan Pembayaran Uang) Nomor : 05.1297.6.00094
terfanggal 22 Desember 1997 uniuk Perjanjian Kerjasoma Modal No.
1 4/PKME/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen
TERMOHON Reg. No. 002/SB.WGI.JKT/ XIl/97 tanggal 31 Desember 1997:

Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 108.000.000.- (seratus delapan
jula rupiah);

Jangka wakiu jaminan pembayaran vang adalah terhilung sejak
langgal 12 April 1998 sampai dengan tanggal 28 Mei 1998:

8.6. Surety Bond [Jaminan Pembayaran Uang] Nomor : 05.1297.6.00095
tertanggal 22 Desember 1997 unluk Peranjion Kerjasama Modal No.
| 5/PEME/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 jo Endorsemen
TERMOHON Reg. No. 002/SB.WGLJKT/XII/97 tanggal 31 Desember 1997;

Dengan nilai jaminan sebesar Rp. 104.000.000.- (seralus empat juta
rupiahl:

Jangka waokiu jominan pembayaran uang adalah lerhitung sejak
langgal 12 Mei 1998 sampai dengan langgal 30 Juni 1998

Bahwa jaminanjaminan a quo diberikan oleh TERMOHON dengan
melepaskan hak-hak isimewanya sebagaimana kelentuan serifikat
" Jaminan Pembayaran Uang” a quo yang menyatakan:

“Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali
banwa Surety [Peminjom) melepaskan hak-hak istimewanya unluk
menuniul supaya benda-benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan
dijual, guno melunasi hutangnya".

Bahwa karena dalam memberikan Surety Bond, TERMOHON leloh
melepaskan khak istimewanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1832
KUHPerdala,apabila PT. CIPELES HARUM SENTOSA tidak mampu membayar
hulangnya kepoda TERMOHON sebagai Penjomin beranggung jowab
unfuk melunasi selurun hulang PT. CIPELES HARUM SENTOSA kepada
PEMOHON dan oleh karenaonya harus mencairkan seluruh jaminon
pembayaran uang seperli yang terduang dalam Surety Bond "Jaminan
Pembayaran Uang” (Vide Bukli P-20 s/d Bukti P-25 dan Bukfi P-26):

. Bahwa pada saal seluruh Perjanjian Kerjasama jatuh waktu, seluruh Bilyet

Giro dan Cheque yang telah diberikan sesuai dengan Pasal lll ayat (1]
Perjanjion a quo (Vide Bukli P-9 s/d Bukti P-19) lidak dopal dicairkan alau
divangkan oleh PEMOHORN.

. Bahwa dengan tidak dapal dicairkannya Bilyel Giro dan Cheque o quo

pada saot jatuh lempo, maoka akhimya PEMOHON leloh menagih
langsung kepada PT. CIPELES HARUM SENTOSA, tetapi PT. CIPELES HARUM
SENTOSA menyalakan lidok sanggup membayar sebagaimana Surat
Pernyataan lerlanggal 1 Maret 1999 (Bukli P-27);

Bahwa karena PT. CIPELES HARUM SENTOSA fidak sanggup membayar
hutangnyao kepada PEMOHON, maoka sesuai dengan Surely Bond dengan
pelepasan hak istimewa o quo, PEMOHON feloh mengajukan klaim
kepada TERMCOHON atas Surety Bond TERMOHON (Vide Bukti P-20 s/d Bukli
P-25] sebagai Sural Klaim PEMOHON ferfonggal é Pebruori 1998 No.
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02/5R1/Feb/98, Surat Kiaim tertanggal 2 Maret 1998 No. 05/Sri/Feb/¥8 dan
Surat Klgim ferlanggal 8 Apdl 1998 No. 02/Sr/Api/98 (Buki P-28 s/d P-30);

. Bahwa atas klam PEMOHON a quo, TERMOHON tfidak juga melakukan

pembayaran kepada PEMOHON, maka cendrung menolak Kalm
PEMOHON sebagai Surat tanggal 23 Pebruad 1998 No. 909/Jkt/SB/11/98
dan Sural terlanggal 18 Mel 1998 No. 151/5B-JKT/V/98 sampal akhimya
dengan surat tertanggal 12 Oktober 1998 No. 03/SRT/OKT/98 (Bukti P-31 s/d
P-33)] PEMOHON kembali memperlanyakan kalm tersebut kepada
TERMOHON tetapl jJuga tidak mendapat tanggapan;

. Bahwa karena TERMOHON telah melepaskan hak-hak Isﬂnmwélnya dalam

memberikan Surety Bond “Jaminan Pembayaran Uang®, maka TERMOHON
menjadi kedudukan sebagal debitur yang wajib melunasl seluruh hutang
kepada PEMOHON.

. Bahwa dengan demikian, seluruh kewajiban TERMOHON kepada

PEMOHON adalah berfumiah Rp. 579.427.000.- (ima ratus) tujuh puluh
sembilan jula empal ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian:
14, Surety Bond (Jaminan
1. Fembayaran Uang) No.
05.1297.6.00090 tertanggal
22 Desember 1997 Untuk
Perjanfian Kerjasama
Modal No.
10/PKMK/NOP /97 tanggal = Rp. 50.667.000.-
12 Desember 1997

14. Surely Bond (Jominan

2 Pembayaran Uang) No. '| ,Fk*:,t AR ?u‘mﬁﬁm
05.1297.6.00071 tertanggal | AR 2o wrataed
22 Desember 1997 Untuk s | A9 JCRSER
Perjanjian Kerjasama w I q L5
Modal No.

| 1/PEMK/NOP/?7 tanggal = Rp. 89.427.000,-
12 Desember 1997
16. Surety Bond (Jaminan
3. Pembayaran Uang) No.
05.1297.6.00092 tertanggal
22 Desember 1997 Untuk
Peranjian Kerjasama
Modal No,
12/PKMK/NOP/97 tanggal = Rp.114.933.000.-
12 Desember 1997
16. Surety Bond [Jaminan
4, Pembayaran Uang] No. :
05.1297.6.00093 tefanggal
22 Desember 1997 Uniuk
Perjanjian Kefasama
Modal No.

IEIPWUHDP{W tanggal = Rp:1 12400000,
|2 pasamber (797

16. Surety Bond (Jaminan
5 Pembayaran Uang) No.
05.1297.6.00094 tertanggal
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% |

1L,

22 Desember 1997 Uniuk
Peranjlan Kerjasama
Modal No,
14/PEMK/NOP/?7 fanggal = Rp.108,000.000,-
12 Desember 1997

14. Surety Bond (Jaminan

é. Pembayaran Uang) No.
05.1297.6.00095 tertanggal
22 Desember 1997 Untuk
Feranjian Kerjasama
Modal No.
| 5/PKMK/NOP/97 tanggal
12 Desember 1997

TOTAL = Rp.579.427 .000,-

]

=

Jumiah tersebul masih harus diltombah denda keterdlambatan sebesar
0.25% per-han terhitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas
secara funal dan sekaligus.

HUTANG TERHADAP KREDITUR LAIN

Bahwa selain hutang terhadap PEMOHON, TERMOHON juga mempunyai
hutang kepada kreditur lain, yaitu hutang kepada:

1.1, PT, INTI MANUNGGALING WARGOQO, berkedudukan di JI. RS. Fatmawati
No. 15, RKomplek Golden Plaza Blok B/24 Jakaria Selatan (Vide Bukti P-
4]

1.2.PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Sentra Kramat B-18
JI. Kramat Raya NO, 7-2 Jakarta 10450, (Vide Bukti P-35), hutang mana
sesuai akla Pemberitahuan Jaminan Secara Cessie No. 379 yang dibuat
dihadapan EMMY HARTATI YUNIZAR, Nofars di Jakarla, telah
dicessiekan kepada Bank BUKOPIN, berkedudukan di Jl. M.T. Haryono
Kav, 50-51 Jakaria Selatan;

Bahwa hutang TERMOHON ferhodap kreditur lain tersebul juga
berdasarkan atas Surely Bond (Jaminan Pembayaran Uang) yang
seluruhnya telah jatuh tempo;

FARKTA HUEUM

gahwa menurut ketenntuan UU No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. | tahun 1998
tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepadilitain menjadi Undang-
Undang jo pasal | Perpu No. | tahun 1998 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Kepailitan dinyatakan:

“{1) Debitur yang mempunyai dug afau lebih kredilur dan tidak membayar
sedikitnyg safu hutang yang felah jotuh wakiv dan dapatl ditagih,
dinyatokan pailf dengon putusan Pengadilon yang berwenang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonannya sendin,
maupun alas perminfaan secrang alau lebih kredifumya”,

Bahwa agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pdailil, maka hanus
dipenuhi, syaral-syarat yuridis, sebagal berikul:
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Q. adanyo hutang;

b, Menimalsalu hulang lelah jaluh lempo;
c. Menimal salu dari hutang dapal ditagih;
d. Adonya dua atau lebih kredilur;

Bahwa hulang TERMOHON kepada PEMOHON keseluruhannya telah jaluh
lempo dan dopat ditagih (Vide Bukti P-20 s/d P-25). Oleh karenanya
lerpenuhilah syaral bahwa minimal adanya satu hutang yang telah jatuh
lempo dan dapat ditagih;

Bahwao selain kepada PEMOHON, TERMOHCN juga mempuanyai hutang

kepada kreditur lain, yaituy;

4.1. PT. INTI MANUNGGALING WARGO, berkedudukan di Ji. R.S. Falmawali
No. 15, Komplek Golden Plaza Blok B/24 Jakarta Selatan (Vide Bukli P-
34);

4.2. PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI, berkedudukan di Senira Kramal B-18
JI. Kramal Raya NO. 7-9 Jakarla 10450, (Vide Bukfi P-35), hutang mana
sesuai akla Pemberitahuan Jaminan Secara Cessie No. 39 yang dibuat
dihadapan EMMY HARTATI YUNILAR, Notars di Jokarto, teloh
dicessiekan kepada Bank BUKOPIN, berkedudukon di JI. M.T. Haryono
Kav. 50-51 Jakarta Selatan;

Dengaon demikian terpenuhilah syarat adanya dua afau lebih kreditur;

Bahwa karena PT. CIPELES HARUM SENTOSA tidok melaksanakan
kewagjibannya dan karena TERMOHON sebagai Penjomin telah
melepaskan hak-hak istimewanya, maka sesuai dengon ketentuon pasal
1832 KUH Perdala, TERMOHON menjadi berkedudukan sebagoi debitur
dan berkewapban untuk melunasi seluruh hutang yang keseluruhannya
berumlah Rp. 579.427.000.- (lima ratus tujuh puluh sembilan juto empat
ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah tersebul masinh harus ditambaoh denda keferlombatan sebesar
0.25% per-hari terhitung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas
seketika dan sekaligus.

Berdasarkan fakia-fakta hukum diatas. maka TERMOHON telah memenuhi
syaral uniuk dinyatakan pailit, yailu bahwa hutang TERMOHON terhadop
PEMOHON sudah jaluh tempo daon daopat ditagih serdia TERMOHON
memiliki hulang fernadap lebih dari satu kreditur.

Bahwa sesuai dengaon ketentuan pasal 63 UU No.4 Tahun 1998 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. | tahun
1998 tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-
Undang jo Pasal | Perpu No. 1 tahun 1998 lenfong Perubohan alas
Undang-Undang Kepailitan., harus diangkap seorang Hakim Pengawas
yong pengangkatannya sesuai dengan kelenfuan Undang-Undang.

Baohwa unluk mengurus hara kekayaan TERMOHON setelah pernyataan
pailt maka sesuai dengan ketentuan pasal é7 jo pasal 67A UU No. 4 tahun
1998 lentang Penetaopan Peraluran Pemeriniah Pengganti Undang-
Undang No. | tahun 1998 teniang Perubahan Undang-Undang Kepailitan
menjaodi Undang-Undang jo Pasal 1 Perpu No. | fahun 1998 tentang
Perubahan otas Undang-Undang Kepailitan harus ditunjuk dan diangkap
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Kurator, Unluk o kami menunjuk Hj TUTIK SRI-SSUHARTI, SH. berkantor di JI.
Garuda No.o /18, Kemayoran Jokarta Pusal sebagai Kuralor dalam
Kepailitan ini.

Bahwa apabila ternyato TERMOHON dinyalakan berada dalom keadaan
Penundaan Kewgjiban Pembayaran Ulang [PKPU), kami menunjuk Hj. TUTIK
SRI SUHARTI, SH., tersebu! dialas sebagai Pengurus dalam PKPU TERMOHON:

MAKA, berdasarkan hal-hal lersebul diotas, maka kiranya BAPAK KETUA
PENGADILAN NEGERI/NIAGA JAKARTA PUSAT sudi memberikan putusan
sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan PEMOHON unluk seluruhnya;

Menyatakan TERMOHON "Pailit" dengan segala akibat hukumnya;

Menunjuk dan mengangkal seorang Hokim Pengawas;

Menunjuk dan mengongkal Hj. TUTIK SRI SUHARTI. SH.. berkantor di JI.

Garuda No. 718, Kemayoran Jokara Pusal sebagoi Kuralor dalam

Kepaililan atau apabila TERMOHON dinyalokan dalam PKPU, ditunjuk dan

diangkat Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebut sebagai Pengurus;

3. Menghukum TERMOHON uniuk membayar hulang kepada PfMOHDN
sebesar RP. 579.427.000.- (lima ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus
dua puluh tujuh ribu rupiah); |
Jumiah tersebul masih harus dilambah denda keterlambatan sebesar
0.25% per-har terhilung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampai dibayar lunas
secara lunos seketika dan sekaligus.

6. Menetapkun bioya-biaya menurul hukum:

it Sl

Menimbang, bahwa han sidang yang teloh ditetapkan untuk Pemohon
hadir Kuasanya, YUSUF BASRI, SH., SRI REDJEKI SLAMET, SH dan ANHAR| SULTONI,
SH.. Termohon hadir Kuasanya Rr. DUNI NIRBAYATI, SH berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 26 Juli 2000 No, 202/SK-DA/Pd1/VII-2000. sedangkan Kreditur lain
I. PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI 2. PT. INTI MANUNGGALING WARGO hadri
Kuasanya DANI G, DANESWARA, SH daon DONNI MARTIN, SH berdasarkan Surat
Kuasa Khusus masing-masing tanggal 24 Juli 2000;

Menimbang. bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan
oleh Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; ———

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebul, Termohon leloh
mengajukan langgaopannya dan pada pokoknya sebagai berikul:

I, TERMOHON MENOLAK PERMOHONAN PAILIT DARI PEMOHON PAILIT
Adapun dasar penolakan permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

I, Unsur adanya "UTANG TIDAK DIPENUHI®, sebab ulang dan jumloh utang
yang disebulkan dalam permohonan pailit bukaniah utang dari Termohon
Pailit melainkan utang dari PT. CIPELES HARUM SENTOSA dengan
dikeluarkan BG dan Chek afas nama PT. CIPELES HARUM SENTOSA (Vide
Buk!i P-9 s/d P-19);

2. Unsur “utang lidak dibayor”, sebab Termohon Pailit tidak mempunyai
vtang secara langsung kepada Pemohon, Termohon dalam hal ini hanya
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sebagol Penaioin PTOCIRELES HARUM SENTOSA 'selaku ‘Principal yang telah
mengacakan penanpan kerfasama modal dengan Pemohon selaku Oblige
aengan mengeluarkan Surat Jaminan Pembaoyaran yang terdin daon:

o Noo 051297600090 teranggal 22 Desember 1997 senilai Rp.
20667000 |[ima puluh julo enam rotus enam puluh tujuh ribu rupioh)

e No. 0512797600091 teronggal 22 Desember 1997 senilai Rp.

4¥.427 000 [delapan puluh sembilan juta empal ratus dua puluh tujuh

u rupiah)

No. 05, 1297.600092 terfanggal 22 Desember 1997 senilai Rp.

11433000 [seratus empot belas juto sembilan ratus figa puluh tiga

ribu rupiah)

e Noo 051297.600093 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp.

112,400.000 - (seralus dua belas juta empal ratus ribu rupiah)

Mo, 05.1297.6.00094 tertanggal 22 Desember 1997 senilai Rp.

108.000.000.- (seratus delapan jula rupiah)

Nooo 05.1297.6.00095 teranggal 22 Desember 1997 senilai Rp.

104.000.000 - (seratus empat juta rupiah)

Dan pacda saat teqadi klaim oleh Obligee/Pemohon dengan melihot dan
metnpieloan data-aata yang berkaitan dengan klaim dimaksud. kemudian
lermonon mienoiak klaim tersebut dengan dosar alasan sebagai berikut:

. Bahwasetelon Termohon teliti peranjian pokok yang tersebut dibowah
o yang dijadikan dasar penerbilan jaminan dimaksud lerdapat
penanjiion  yang sama. fanggal yong sama, naomun terdapat
perbedaan dolam jumlah yang dapal kami uraikan sebagai berikut:

« Peranjion No. 10/PKMK/Nop/97 yang dijodikon sebagai dosar
penerbilan  surat  jaminan pembayaran No. 5.1297.6.00090
tercantum jumlah modal Rp. 50.667.000,- [lima puluh juta enam
ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan dalam perjanjian
lain terdapat jumlah sebesar Rp. 47.734.000,- (empat puluh tujuh
juta fujuh ratus figa puluh empal ribu rupiah) (Vide Bukli P-20 dan P-
26/1-1)

« FPenanpan No. [1/PEMK/Nop/?! yang dijodikan sebagai dasar
penerbilan  surat jaminan pembayaran No. 05.1297.6.0009]
terdapal jumlah modal sebesar Rp. 89.427.000.- (delopan puluh
sembilan juta empa! ratus dua puluh tujuh rbu rupich) sedangkan
dalom perjanjian lgin yang sama lerdapat angka sebesar Rp.
50.254.000- (ima puluh jula dua ratus lima puluh empatl rnbu
rupiah) (Vide Bukti P-20 dan P-26/T-3)

« Peranjan No. 12/PKMK/Nop/97 yang dijadikan sebagai dasar
penerbilan  surat jominan pembayaran No. 05.1297.6.00092
tercantum modal sebesar Kp. |14.933.000.- (seralus empal belas
jula sembilan ratus figa puluh figa rnbu rupiah) namun dalom
peranjon lain yang soma lercanfum angka sebesar Rp.
49 149.000- (empal puluh sembilan juta seratus enam puluh
sembilan ribu rupiah) (Vide Bukti P-22 dan P-26/T-3)

« Penanjan No, 13/PKMK/Nop/97 yang dijadikan dasor penerbitan
sural jominan pembayaran No. 05,1297.6.00093 terdapal angka
sepesar RP. 112.400.000.- (seratus dua belas jula empat ratus ribu
rupiah), sedangkan dalam perjanjian serupa lerlihat angka sebesar
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A AGERUDY (enpal ipulun tdjoh juwha dda rolds delopan ribu rupiah)
Vidie buet P-23 dan P-246/1-4), X

= Penaoiuan No. 14/PEME/Nop/$7 yang dijadikan dasar penerbitan
sora! rminan pembayaran No. 05.1297.6.00094 Terg‘hul angka
sebasar Rp: 108.000.000 - {seratus delapan jula rupiah), sedangkan
aalan pernanjian serupa terlihat angka sebesar Rp. '45.137.000.-
(empat pulub lima juta seralus liga puluh tujuh ribu rupiah) (Vide
Bukli P-24 dan P-26/1-5)

»  Penanpon No. |5/PKME/Nop/?7 yang dijadikon dasar penerbitan
sural jaminan pemboyaran No. 05.1297.6.00095 terdopal angka
sebesar Rp. 104,000.000.- (seratus empal juta rupiah), sedangkan
dolam perjanjian serupa terlihol angka sebesar Rp. 283.351.000.-
[dua ratus delapan pulu tiga juta figo ratus ima puldh satu rnbu
rupian] (Vide Bukii P-25 dan T-26/7-6)

L. Bohwa didalam perjanjian tersebut tercanlum Termohon / PT. Wataka
Leneral Insurance sebogai pihak yong ikut dalam perjanjian tersebut,
namur tidak terlihat adanya bukli kesepakatan Termohon / PT. Wataka
General Insurance  karena hdak pernah  kul  menandatangani
peranjan tersebut,

C. Bahwa Termohon seloku Surety Company meminta kepado
Oblige/Pemohon lentang bentuk "Wanprestasi® Principal sebagai
dasar pengujian klaim, nomun tidak pernah dijatuhi, hal tersebul baru
dipenuhi oleh Prncipal/PT, Cipeles harum sentosa jouh setelah masa
berakhir Suratl Jaminan Pembayaran yailu pado tanggal | Maret 1999
(Vide bukti P-27)

d. Bahwao menurut penjelasan Principal/PT Cipeles harum sentosa melalui
wowancara dengon Termohon dan Pemohon dalom pertemuan,
xefidak mampuan Principal/PT. Cipeles Harum Sentosa melaksanakan
xewaqibannya menury! peranjian yang beraku lemyata sangal
dipengaruni ingkar janji pihak Pemohon dalam memberikan modal
sebagaimana yang fercanfum dalam kesepakalan yang dituangkon
dalom pernanjian dimaksud.

Dan ditegaskan pula olen Principal/PT. Cipeles Harum Sentoso kepado

Pemohon dalam pertemuan tersebut bahwa Principal/P1. Cipeles harum

seritosa akan bertnaggung jawab unluk menyicil pembayaran utangnya

sendin tanpa melibatkan Termohon.

Bonwa dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit yang diojukan
Pemohon sudah sepalulnya dilolok dengan olasan “Unsur Ulang Tidok
dibayar"dolom Pasal | UU Kepailitan tidak terpenuhi. karena Termohon
hdak mempunyal utang kepada Pemohon.

PERSELISIHAN SEHARUSNYA DIADILI PENGADILAM NEGER!I KARENA PERLU
PEMBUKTIAN  LENGKAP DAN MENYELURUH. PEMBUKTIAN SEDERHANA
BERTEN-TANGAN DENGAN YAGN DIMAKSUD DALAM UU KEPAILITAN

Bohwa didolam UU Kepaililtan (Vide Pasal 6 ayat (3)] mengatur
pembuklian sederhana, yailu bagi perkara yang objek perkaranya sudah
jelas, ulang jelos, jenis mala vang sudah jelas dan tidak dibayar.
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5. Baghwa perkara @ quo lidak mungkin dapatl dipenksa secara suitd
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) UU Kepailitan dengan
alasansebagdl benkut:

« Objek perkara masih dalam sengketa untuk membuktikan apakah
benar Termohon mempunyal ulang tethadap Pemohon alau
terhadap para kreditur lainnya.

« Perscalan utama dalom pefkara @ quo bulaniah masaloh utang
Termohon. karena masih terdapat permasalahan mengena klaim
yang digjukan oleh Pemohon kepada Temmohon Yyang
penyelesaiannya harus dibuktikan secara detall dan cermmat.

4. Bahwa untuk meneniukan apakah Termohon selaku Penjamin (Surety|
merupakan pihak yang bertanggung jowab atas utang PT. Cipeles Harum
Sentosa. diperiukan pembuktian lengkap dan menyeluruh di Pengadilan
Negeri, bukan pembuktian sederhana (sumir] di Pengadilan Niaga dengan
fujuan agar Termohon selaku subjek hukum berhak membela diri secara
tuntas dan menyeluruh. I

7. Bohwa fidak adil dan bertentangan dengan UU Pokok Kehakiman apabila
Termohon dipaksa secara kurang dai 30 hari di Pengadian Niaga,
padahal Pemohon dan Termohon harus membuktikan secara lengkap dan
menyeluruh apakah Termohon merupakan pihak yang harus bertanggung
jawab membayar utang dai PI. Cipeles Harum Sentosa/Principal
Pemonon dan hal ini tidak mungkin dilakukan di Pengadilan Niaga.

4 Bahwa menunu! putusan Pengadilan Niega No. 04/Pailit/ 1999/
PN.Niaga.Jkl.Pst,, yang telah dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam
Putusan No. 07/K/N/1999 jo Putusan Mahkamah Agung No. 011 PEIN/1999
dalam perkara antara PT, Bank Yakin Makmur melawan PT. Nassau Sports
Indonesia secara tegas disebutkan bahwa:

“Menimbang bahwa uniuk memutuskan perselisihan tentang perbedaan
resiko yang menurut Akte Peranfian Kredit tidak tegas-legas diperanjikan
gimana diperiukan Deklarasi pengesahan atau pembatalan sesuatu akia,
serfa member penilaian terhadap suatu fakta menurut hukum maupun
relgyakan memerukan sualu  proses pembuktian yang tidak dapal
dilakukan secara sederhana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6
ayat (3] UU No. 4 fchun 1998, maka harus dipandang bahwa perkara
Permohonan Pemohon menuru! hukum bukan merupckan kewenangan

Pengadilan Niaga melainkan adalah kewenangan Pengadilan Neger
(Pengadilan Umum};

Menurul Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/N/2000 dalam perkara
Bernard Ibnu Hardjojo melawan Hasyim Djojohadikusumo secara tegas
disebutkan bahwa: 2

“Bahwa persyaratan untuk dapal dinyatakan pailit adalah selain
tercantum dalam Pasal 1 ayal (1) UU Kepaiitan, masih harus juga
dihubungkan dengan syaratl prosedural yaitv bahwa pembukliannya
dopal dilakukan secara sederhana sumir (Vide Pasal é ayat (3] UU
Kepailitan). Persyaratan ini tidak terpenuhi dalam kasus permohonan pailit
yang digjukan oleh pemoheon Kasasi:

Menimbang, bahwa berdasarkan perfimbangan lersebul diatas, lagi
pula dar sebab tidak temyata bahwa putusan Pengadilon Niaga Jakaria
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Pusal dalam perkara ini berlentangan dengan hukum danfatav Undang-
undang, maka menuryl permohonan kasasl yong digjukan oleh Pemohon
Kasaslt Bemard Ibnu Hardiojo fersebul harus ditolak™.:

It TANGGAPAN ATAS KREDITUR LAINNYA.

9. Untuk kreditur PT. Inti Manunggal Wargo telah dilakukan pemerlksaan
Pengadilan Neger Jakarta Seiatan yang mana dalam putusannya No.
349/Pdt/1998/PN.Jkt Pst. dinyatakan bahwa Pengadilan Negerd Jakaria
selatan Tidak Berwenang mengadiii perkara o quo karena ada klausuia
Arbitrase, maka penyelesalan sengkeia antara PT. Inti Manunggaling
wargo dengan PI. Nahda Mentar serta PT. Walaka General Insurance
harus melalui Lembaga Arbifrase (Vide Yursprudensi Tetap Mahkamah
Agung R.| tanggal 3 September 1983 No. 225 K/Sip/1976) (BuktiT-7)

Hal ini membuktiakn kreditur/P1. Inti Manunggaling Wargo masih dalam
sengkela dengon Termohon dan PT. Nahda Mentari/Principal. sehingga
lidak dapat dibuktikan bahwa Termohon mempunyal utang yang harns
dibayar kepada kreditur/PT. Inti Manunggaling Wargo.

10. Uniuk kreditur PT, Cipta Daya Guna Mandiri perkara tersebut telah pula
dilakukan Gugatan Perdata dan diputus oleh Pengadilan Negeri Jakaria
Utara dengan No. Putusan 309/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Ut tertanggal 28 April
1999 yang salah satu Is putusannya bufir é (enam] menyatakan
"melepaskan Tergugat Il/Termohon  FPallit dad  segala tuntutan
Penggugat/Pl, Cipta Daya Guna Mandid/Kreditur”, putusan fersebu
diperkua! oleh Pengadilan Tinggl DKI Jakarta dalom Putusannya No.
792/PT/DKi/dan atas pulusan tersebut pihak PT. Nahda Mentar
menyalokan Kasasi tethadap PI. Cipta Daya Guna Mandin/Kreditur,
karena Pl. Nahda Mentari melakukan Gugatan Rekonvensi terhadap
gugatan P1. Cipta Daya Guna Mandiri/Kredilur (Bukli T-8)

IV, FAKTA YURIDIS

1. Dar fokla-lokla dan  bukfi-buktli diatas telah cukup membuktikan
Permohonan Pemyalaan Kepailifan Cacat Hukum, sebab fidak digjukan
oleh Pemohon Pailil yang tidak berhak karena Pemohon Pailit/Fredenck
rahmat, H.5., tidok mau atau belum menjadi kreditur dari Termohon.

12. Bahwa Pasal 1832 KUH Perdata sebagaimana yang tercantum dalam Surat
Jaminan Pembayaran ftidak dopat dijodikan dasar alasan bahwa
Pemohon dapat langsung seketika menagh utang PT. Cipeles Harum
Sentosa kepada Termohen, Pasal dimaksud baru dapat dipergunakan fika
klaim yang diajukan kepada Termohon lelah layak untuk dicairkan, tetapi
perkara a quo ulang yang dmaksud masih dalom sengketa yang harus
diselesaikan melalul pemerksaan pembuktion secara rumit, teliti dan
lengkap melalui Pengadilan Neger bukan Pengadilan Niaga.

Maoka unsur utang tidak dibayar menurut Pasal | ayal (1] UU Kepailitan
lidak terpenuhi

Maka berdasarkan dali-dali dan bukti-bukti tersebut diatas Termaohon
memohon kepada Yih. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara
a quo berkenan wuntuk memutuskan menolok atlau sefidak-tidaknya
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menyatakan untuk fidak menerma Permohonan Kepdilitan yang digjukan
Pemohon Paillt/Frederick Rachmat HS.

Menimbang, bahwa alas permohonan tersebul Kreditur lain : 1. CIPTA

DAYA GUNA MANDIRI mengajukan jawaban sebagal berkut:

.

|

Bahwa benar Termohon memilki utang kepada Kreditur lain | sesual
dengan jaminan pembayaran utang (Surety Bond] yang diterbitkan oleh
Termohon yang masing-masing adalch sebagal berikut:

« Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbitkan oleh PT.
WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 20 Mel 1997 No.
Bond: 05.0597.1.000011 Nilal Bond : Rp. 170.000.000.- dan jatuh tempo
tanggal 25 Juni 1997.

« Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond) yang diterbilkan oleh PT.
WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 3 Juni 1997 No.
Bond: 05.0597.6.00017 Nilai Bond: Rp. 174250.000- dan jaluh tempo
tanggal B Juli 1997.

« Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond| yang diterbitkan oleh PT.
WATAKA GEMNERAL INSURANCE (TERMOHON) tanggal 8 Juni 1997 No.
Bond: 05.0597.6.00020 Nilal Bond: Rp. 176.375.000- daon jatuh tempo
tanggal 13 Juli 1997.

« Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond)] yang diterbitkan oleh PT.
WATAKA GENERAL INSURANCE (TERMOHON]| tanggal 19 Juni 1997 No.
Bond: 05.0597.6.00025 Nilai Bond: Rp. 178.500.000.- dan jatuh tempo
tanggal 24 Jull 1997.

« Jominan Pembayaran Utang (Surety Bond)] yang diterbitkan oleh PT.
WATAEA GENERAL INSURANCE (TERMOHON] tanggal 24 Junl 1997 No.
Bond: 05.0597.00028 Nilal Bond: Rp. 178.500.000.- dan jatuh tempo
tanggal 29 Juli 1997.

Uengan demikian keseluruha ulang TERMOHON kepada KREDITUR LAIN |
adalah sebesar Rp. 877.625.000.- (Delopan ratus tujuh puluh tujuh juta
enam rafus dua puluh lima ribu rupiah).

Batwa Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) o quo diterbilkan cleh
TERMOHON sebagai jaminan pembayaran atas modal berupa tang yang
ielah dikeluarkan oleh KREDITUR LAIN | sebagdai investor yang membiaya
proyek supply Bohan Bakar Minyak (BBM) kepada PT. NAHDA MENTARI
berdasarkan Perjanjon Kerasama Supply Bahan Bakar Minyak (BBM]

tertanggal 4 April 1997 antara PT, NAHDA MENTARI dengan KREDITUR LAIN Il
(Bukti P-2|

Bahwa Perjanjian Kefasama a quo mempakan pemberian fasiitas modal
berupa uvang dari KREDITUR LAIN | selaku investor kepada PI, NAHDA
MENTARI dimana unfuk sefiogp pemberan modal yang diberikan, PT.
NAHDA MENTARI memberkan giro bilyet dan Swety Bond kepada
KREDITUR LAIN | sesuai pasal 5 Perjanjian Kerjasama a quo.

Bahwa unluk memberikan jaminan pembayaran lebih lanjut, untuk setiap
pangeluaran modal yang dilakukan KREDITUR LAIN |, PT. NAHDA MENTAR!
memberikan Jaminan Pembayaran Utang (Surety Bond] yang diterbitkan
oleh TERMOHON, yang keseluruhannya berjumiah § (lima) Surety Bond.
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Bahwa Jaminan Pembayaran @ quo diberkan oleh TERMOHON dengan
melepaskan [hak-hak-  istimewanya, sebagaimana  tercantum dalam
Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang menyatakan:

“Menunjuk pada Pasal 1832 KUHPerdata, dengan Inl ditegaskan kembai
bahwa Surety (Penjamin] melapaskan hak-hak Istimewanya untuk
menuntul supaya benda-benda pihak yang dijamin leblh dahulu disita
dan dijual, guna melunasl hutangnya".

Bohwa karena dalam memberkan Surety Bond, TERMOHON telah
melepaskan hak Istimewanya, maka sesual dengan ketent Pasal 1832
KUHPerdata, apabila PT. NAHDA MENTARI tidak mampu membayar
utangnya, maka TERMOHON sebagai Penjamin (Swety] harus
bertanggung Jawab dan berkedudukan sebagal Debilur yang
berkewajiban untuk melunasi seluruh utang PT. NAHDA MENTARI kepada
KREDITUR LAIN | dan oleh karenanya harus mencairkan seluruh jaminan
pembayaran sesuail Jaminan Pembayaran Uang (Swety Bond) a quo.

Bahwa kewajiban TERMOHON kepada KREDITUR LAIN | yang merupakan
utang sesual dengan Jaminan Pembayaran Uang (surety Bond) a quo
adalah sebesar Rp. 877.625.000- (delapan ratus fujuh puluh tujuh juta
enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (2] Peranjion Kerasama a quo.
KREDITUR LAIN | berhak atas denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu
perserbu| untuk setiap har keterdambatan pembayaran.

Bahwa seluruh Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond| a quo telah jatuh
tempo dan dapat ditagih.

. Bahwa persyaralan untuk mengajukan permohonan pailit sesuai UU No. 4

Tahun 1998 telah terpenuhi oleh PEMOHON dan KREDITUR LAIN | sehingga
pemohonan pailit yang digjukan PEMOHON layak untuk dikabulkan.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut dialas, KREDITUR LAIN | menyalakan
menyepakati dan membenarkan permohonan pailil yang dgjukan oleh
PEMOHON.

2.

PT. INTI MANUNGGALING WARGO MENGAJUKAN JA-WABAN SEBAGAI
BERIKUT.

Bahwa benar TERMOHON memiliki utang kepada KREDITUR LAIN Il sesual
dengan Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] yang diterbitkan oieh
TERMOHON., yang masing-masing adalah sebagal berikut:

« Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] yang telah dierbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 12 Mei 1997 No. Bond 05.0597.1.00001 Nilai Bond
Rp. 170.000,000,- (seratus tujuh puluh jula mupiah) dan jatuh tempo
langgal 22 Juni 1997,

« Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 13 Mel 1997 No. Bond 05.0597.6.00004 Nilal Bond
Rp. 165.750.000.- (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus ima puluh
ribu rupich) dan jatuh tempo tanggal 23 Juni 1997.
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« Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang telah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 17 Mei 1997 No. Bond 05.0597.1.00009 Nilai Bond
Rp, 174.250.000,+ (seratus fujuh puiuh empat jula dua ratus ima puluh
ribu ruplah) dan jatuh tempo tanggal 29 Juni 1997.

« Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] yang teiah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 20 Mel 1997 NO. Bond 05.0597.1.000012 Nilai
Bond Rp. 174.250.000.- (seratus tujuh puluh empat [uta dua ratus ima
puluh ribu ruplah) dan jatuh tempo tanggal 29 Junl 1997.

. Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] yang telah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 26 Mel 1997 No. Bond 05.0597.6.000014 Nilai
Bond Rp. 170.000.000- (serafus tujuh puluh juta rupiah) dan [atuh
tempo tanggal 5 Juli 1997.

. Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] yang teiah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 28 Mel 1997 No. Bond 05.0597.6.000013 Nilal
Bond Rp. 174.250.000,- (seratus tujuh puluh empat juta dua ratus ima
puluh ribu rupiah) danjatuh tempo fanggal 9 Juli 1997.

« Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang jelah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 4 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6/000019 Nilai
Bond Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah] dan jatuh
fempo tanggal 15 Juli 1997.

« Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond| yang telah diterbitkan oleh
TERMOHON terfanggal 11 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000018 Nilai
Bond Rp. 127.500.000,- (seratus dua puluh tujuh juta ima ratus ribu
ruplah] dan jatuh tempo tanggal 21 Juli 1997.

. Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] yang telah diterbitkan oleh
TERMOHON tertanggal 18 Juni 1997 No. gBond 05.0597.6.000024 Nilal
Bond Rp. 174.250.000.- (seratus fujuh puluh empat juta dua ratus ima
puluh ribu ruplah] dan jatuh tempo tanggol 28 Juli 1997.

Dengan demikian keseluruhan utang [ERMOHON kepada KREDITUR LAIN |l
adalah sebesar Rp. 1.500250.000,- (salu milyar lima rafus juta dua ratus
lima puluh fibu rupiah) (Bukti P5a s/d §].

Bahwa Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond] a quo gleh TERMOHON
sebagai jamingn pembayaran atas modal berupa uang yang telah
dikeluarkan oleh KREDITUR LAIN Il kepada PT. NAHDA MENTARI unluk
pembiayaan supply Bahan Bakar Minyak (BEM) perdasarkan Perjanjian
Kerjasama Supply Bahan Bakar Minyak (BBM) tertanggal 4 April 1997 anlara
PT. NAHDA MENTAR| dengan KREDITUR LAIN Il (Bukti P-3).

Bahwa Perianjion Kerjasama @ quo merupakan pemberian fasilitas modal
berupa uang dar KREDITUR LAIN Il kepada PT. NAHDA MENTARI dimana
uniuk setiop pemberian modal yang diberikan, PT. NAHDA MENTARI
memberikan cheque tunal kepada KREDITUR LAIN il_sesual pasal 3
Perjanjian Kerjasama a quo.

Bahwa uniuk memberikan jaminan pembayaran lebih lanjut, untuk sefiap
pengeluaran modal yang dilakukan KREDITUR LAIN II, PT. NAHDA MENTARI
memberikan Jaminan Fembayaran Uang (Surety Bond| yang diterbitkan
oleh TERMOHON, yang keseluruhannya berfumiah 9 (sembilan) Surety
Bond,
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Bahwa Jaminan Pembayaran a quo diberikan cleh TERMOHON dengan
malepaskan hak-hak | Elimewanya sebagaimana | tefcantum dalam
Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) yang menyatakan:

*Menunjuk pada Pasal 1832 KUHPerdata, dengan In ditegaskan kembali
bahwa Surety (Penjomin)] melepaskan hak-hak istimewanya untuk
menuniutl supaya bendo-benda plhak yang dijamin Iﬂblh dahvulu disita
dan dijual. guna melunasl hutangnya”.

Bahwa karena dalam memberkan Surety Bond. TERMOHON telah
melepaskan hak istimewanya, maka seud dengan ketentuan Pasal 1832
KUHPerdata, cpablla PT. NAHDA MENTAR! tidak mampu membayar
utangnya, maka TERMOHON sebagal Penjamin (Swety] harus
bertanggung Jawab dan berkedudukan sebagal Debitur yang
berkewajibon untuk melunas seluruh utang PT. NAHDA MENTARI kepada
KREDITUR LAIN Il dan oleh karenanya harus mencalrkan seluruh jaminan
pembayaran sesuai Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo.

Bahwa seluruh kewajiban TERMOHOMN kepada KREDITUR LAIN Il yang
merupakan utang dengan Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) o

quo adalah sebesar Rp. 1.500.250.000.- (satu mityar lima ratus juta dua ratus
lima puluh nbu rupiah).

Bahwa seluruh Jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond) a quo telah jatuh
lempo dan dapat ditagih.

. Bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan pailit sesual UU No, 4

Tahun 1998 telah terpenuhi oleh PEMOHON dan KREDITUR LAIN Il sehingga
permohonan pailif inf layak untuk dikabulkan. ¢

MAKA, beraasarkan hal-hal lersebul diatas, EREDITUR LAIN Il menyalakan
menyepakali dan membenarkan permohonan paiit yang dajukan oleh
FEMOHON,

Menimbang. bahwa untuk menguatkan dall permohonannya Pemohon

telah mengaojukan surat-sural bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya.
lolu diberi tanda sebagal berikut:

L]

P -1 {biru): Pholocopy  sural Perjanjion  Kerjasama zil.odc:t No.

10/PKMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, —

2. P - 2 (biru): Pholocopy suratl Peranjian Kefjasama Modal No.

| 1/PEMK/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997, —

3. P- 3 (birv): Photocopy  surat Perdanflan Kerasama  Modal  No.

12/PKMK/NOP /97 tanggal 12 Desember 1997, —

4. P - 4 [biru): Pholocopy sural Pefianjan Ferfasama Modal No.

I13/PKMK/NOP{97 tanggal 12 Desember 1997; —

3, P - 5 |biru): Photocopy sural Petfjanfian Kerasama Modal No.

14/PEME/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997; —

6. P - 6 (biru): Photocopy  suratl Perjanjian  Kerasama  Modal  No.

15/PEME/NOP/97 tanggal 12 Desember 1997 —

7. P -7 |biru): Photocopy kwitansi penerimaan uang lertanggal 30 Desember

1997 sebesar Rp. 227.149.000,-; —

8. P - 8 (biru): Photocopy kwilansi penerdmaan vang terfanggal 28 Januari 1998

sebesar Rp. 50.000.000.-
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9. P -9 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD 343031
tertanggal 28 Januarl 1998 sebesar Rp. 47.734.000,-; ——8M8M8—

10. P-10 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
343032 tertanggal 26 Pebruari 1998 sebesar Rp. 38.187.000,-;

11.P-11 (biru): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
246423 tertanggal 26 Pebruar 1998 sebesar Rp. 12.067.000.-;
#

12. P-12 [birv); Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
343033 tertanggal 30 Mare! 1998 sebesar Rp. 37.462.000,-; ————

13. P-13 [binu): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
343039 tertanggal 30 Mare! 1998 sebesar Rp. 11.707.000,-; ———

| 4. P-14 [biry): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
343034 tertanggal 30 April 1998 sebesar Rp. 35.968.000,-;

15, P-15 (biny): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
343040 terlanggal 30 April 1998 sebesar Rp. 11.240.000.-;

16. P-16 (birv): Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungon Negara No. TD.
343035 tertanggal 28 Mel 1998 sebesar Rp. 34.390.000.-;

| 7. P-17 (biru): Photocopy cheque Bank Tabungan Negara No. TC 246421
tertanggal 28 Mel 1998 sebesar Rp. 10.747.000.-;

18. P-18 (biru}: Photocopy Bilyet Giro Bank Tabungan Negara No. TD.
343034 tertanggal 30 Juni 1998 sebesar Rp. 33.409.000,-; ——

19. P-19 (biny}. Photocopy Cheque Bank Tabungan Negara No. TC 246422
tertfanggal 30 Juni 1998 sebesar Rp. 10.440.000,-;

20. P-20 (biru): Pholocopy Sural Jaminan Pembayaran Uang Nomor
05.1297.6.00090 terfanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan
sebesar Rp. 50.647.000,-; ——

21.P-21 (biru):Photocopy Surat  Jaminan Pembayaran Uang Nomor
05.1297.6.00091 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan
sebesar Rp.87.427.000.-;

22, P-22 (biru): Pholocopy Sural Jaminan Pembayaran Uang Nomor
05.1297.6.00092 tertanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan
sebesar Rp.114.933.000,-; —

23. P-23 (binv}: Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang Nomor
05.1297.6.00093 tertanggal 22 Desember 1997 nilal jaminan
sebesar Rp.112.400.000,-; —

24, P-24 (birv): Photocopy Surat Jaminan FPembayaran Uang Nomor
05.1297.6.00094 tertanggal 22 Desember 1997 nilal jaminan
sebesar Rp.108,000.000,-; ——

25. P-25 (biru): Pholocopy Sural Jaminan Pembayaran Uang Nomor
05.1297.6.00095 terlanggal 22 Desember 1997 nilai jaminan
sebesar Rp.104.000.000,-; —

26. P-26 (biru): Photocopy surat Endomsement reg No. 002/58.WGL
JKT/XI/97 terianggal 31 Desember 1997 dar Termohon;
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27,

28.

2%,

3.

e

33

34.

35.

36.

37.

37.

4],

P-27 (binu): Photocopy sural pemyataan tidak sanggup membayar
dar P1. Cipeles Harum Sentosa tertanggal | Marel 1999;

P-28 (biru). Pholocopy Sural lerlanggal & Pebruard 1998 No.
02/5RT/Feb/78; '

P-29 (biru): Photocopy Sural terfanggal 2 Marel 1998 No.
05/SRT{Ap1/98:;

. P-30 (biry): Photocopy Surat tertanggal 8 April 1998 No. 02/SRT/Feb/78;

P-31 (biru}: Photocopy Surat terfanggal 23 Pebruad 1998 No.
909/Jk1/S8/11/98 hal: Pencairan Bond; ———

P-32 [bir): Photocopy Surat fertanggal 18 Mel 1998 No. 151/58-
IKT/V/98: -

P-33 (biru): 12 Oklcber 1998 No. 03/SB-JKT/V/98:

sesudl findasan.

P-34 (biru): Photocopy Sural Normor 007 /KEU-S/IMW/VI/2000 tanggal 19
Juni 2000 perhal Jawaban konfimnasi tagiha pivtang;

P-35 (biru); Photocopy Surat Nomor 050/CDGM/VI/Q0 tanggal 19 Juni 2000

jawaban konfirnasi tagihan plutang:
P-34 (hitam|:Photocopy artikel “Customs Bonds dan manfaatnya suatu
tinjauan” dalam Media Akutansi No. 32/tahun IV Pebruar 1999
halaman 14-16:
P-37 (hitam):Photocopy Surat Prosedur Pengajukan Permohonan menjadi
nasabah Surety Bond Jasaraharja Putera;

- lidak ada aslinya;

. P-38 [hitam);Pholocopy Surat Perdanjion Ganfirugi kepada Surety dar

Jasarahardja Putera (PT. Asurans Kerugian);

- lidak ada aslinya;

P-39 (hitam):Photocopy Pulusan Mahkamah Agung No. 039 K/N/1999
terfanggal 2 Nopember 1999 dalam perkara Kepailitan antara
PT. Deemte Sakti Indo melawan PT. Bank Kesawan:

-

Asli ada d Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

. P-40 (hitam):Pholocopy mengenal “Kewenangan odili  kepailitan

Pengadilan Niaga alau Arbitrase, Varia Peradilan Majalah
Hukum Tahun XV No. 172 Januar 2000 halaman 5 -25;

P-4) (hitam):Photocopy mengenal beberapa catatan tentang Personel
Guarantee” tulisan dard Sefiowan Vara Peradilan, Majalah
Hukum Tahun X1 No. 128 Mel 1996 halaman 126-132;

Menimbang. bahwa uniuk memperiachankan dalikdalinya Temmohon

felah mengajukan surat-sural bukti dan setelah dicocokkan dengan aslinya,
lalu diberi tanda sebagal berikut:

1. T-1 (hitam):Photocopy sural No. 004/DT/01/99 terfanggal 27 Januar 1999

perihal: Klaim Surety Bond a/n Cipeles Harum Senfosa:
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- Asli oda pada Pemohon;
2. 1-2/[hitam}:Pholecopy - Puluson  Pengadilan  Negeri ' Jakaria Selatan No.
3467 /PA1.G/1998/PN Jak.Sel langgal 27 Maret 1999;
- Asli ada di Pengadilan Negerl Jakaria Selatan; -
3.1-3 (hitam):Photocopy putusan Pengadilan Negerd Jakarta Utara
No.307/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Ut tertanggal 28 Apiil 1999:
- sesual turunan resmi;
4, 1-4 (hitam):Photocopy pulusan Pengadian Tinggi DR Jakarta No.
792/1992/P1.0Kl tanggal 2 Pebruari 2000:

- Sesuai turunan; |

5. 1-5 [hitam):Photocopy Memoi kasasl tanggal 12 Jull 2000 atas putusan PT.
DKI No. 792/1992/P1.DKI;

Menimbang, bahwa kreditur lain | PT. CIPTA DAYA GUNA MANDIRI juga
mengajukan sural-sural bukli yailu:

. KLI-1 (hitam): Photocopy Akla Notans Agus Madjid, SH. No, 42 tertanggal 8
April 1999 tentang risalah rapat PT. Cipta Daya Guna Mandin; —

2, KLI-2 (hitam): Photocopy Perjanjian Penyertaan Modal Proyek Suppley
Bahan Bakar Minyak (BBM] tertanggal 3 Mei 1997, ————

3. KLI-3a (hitam): Photocopy Kwitansi terfanggal 18 Juni 1997 sejumiah Rp.
153.300.000,-; —————

4. KLI-3b (nitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 3 Juni 1997 sejumiah
Rp.143.500.000,-;

5. KLI-3c (hitam): Photocopy Kwilans tertanggal 23 Mei 1997 sejumiah
Rp.140.000.000,-;

&, KLI-3d (hitam): Photocopy Kwitansi tertanggal 7 Juni 1997 sejumiah
Ep.145.250,000.-;

7. KLI-3e (hitam): Photocopy Kwilansi tertanggal 23 Juni 1997 sejumiah
Rp.153.300.000.-;

8. KL.-4a (hitam): Pholocopy Suratl jaminan pembayaran uang (Surety Bond)

langgal 20 Mei 1997 No. Bond 05.0597.1.000011;

7. KLI-4b (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond|
tanggal 2 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000017;

10. KLI-4c (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran vang (surety Bond)
tanggal é Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000020; ——8 ™ —
1. KLI-4d (hitam): Photocopy Surat jaminan pembayaran uang (Surety Bond)
tanggal 19 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000025; ————

12. KL.I-4e (hilam): Photocopy Sural jaminan pembayaran vang [Surety Bond)
tanggal 23 Junl 1997 No. Bond 05.0597.6.000028; ——

13. KLI-5a (hitam): Photocopy Surat darn PT. Cipla Daya Guna Mandir kepada
PT. Walaka General Inswance terfanggal.17 Juni 1997 hal
klairm;

14, KLI-5b (hitam): Photocopy Sural dar PT. Cipta Daya Guna Mandir kepada
PT. Wataka General Insurance terlanggal 17 Juni 1997 hal
klaim; 3
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15. KLI-5¢ (hitam];

6. KLI-5d (hitam):

7. KLI-5e (hitam):

18. KLI-5F (hitam):

19, KL.I-5t (hitam):

20, KL.I-6 (hitamy]:

21. KLI-7a (hilam}:
22, KL.E7D [hitam);
23. ELI-7¢ (hitam):

24, kL.I-8a (hitam];

25. KL.I-8b {hitam):
26, KLI-9a [hitam):
27. KLI-9b (hitamy:

28. KLI-9¢ [hitam):

Photocopy Sural dari PT, Clpta Daya Guna Mandir kepada
Pl. Walako General Insurance tertanggal 17 Juni 1997 hal
klalm;
Photocopy Surat dar PT. Clpta Daya Guna Mandiri kepada
PT. Wataka General Insurance tertanggal 24 Junl 1997 hal
klaim;
Photocopy Sural dar PT. Cipta Daya Guna Mandir kepada
PT. Wataka General Insurance fertanggal 22 Jull 1997 hal
Klaim;

Photocopy Surat darl PT. Cipta Daya Guna Mandir kepada
PT. Wataka General Insurance terlanggal 22 Oktober 1997
hal klaim;
Pholocopy Sural dar PT, Cipta Daya Guna Mandiri kepada
PT. Wataka General Insurance tertanggal 31 Oktober 1997
hal klaim;
Pholocopy Akta Notars No. 39 terlanggal 13 Juli 1997
lentang pemberian jaminan secara Cessie;

Photocopy Surat Pemberiiahuan tertanggal 28 Juli 1997
No. 092/ IKT-SB/VI/F7; ——

Photocopy Surat Pemberitahuan tertanggal 30 Juli 1997
No. 096/ JKT-SB/VI/FT7; ——

Photocopy Sural Pemberitahuan tertanggal 12 Agustus
1997 No. 108/ JKT-SB/VI/FT7; —

Photocopy Surat dari Bank Bukopin yang
mengkonfirmasikan hasil rapat tanggal 30 September 1997,

Photocopy Notulen rapat pada tanggal 20 September
1997;
Photocopy Surat tertanggal 23 Marel 1998 No. 5
1514/LK/1998;
Photocopy Sural terdanggal 13 Maret 1998 HNo. §-
1418/LK/1998;
Pholocopy Sural tertanggal 31 Juli 1998 No. 53871 /LK/1998;

Sedangkan Kreditur lain l| PT. INTI MANUNGGALING WARGO mengajukan surat-

sural bukti yaitu:

I KLI-1 (hitam):

2. KLJI-2 [hitam):

3. KLI-3 [hitlam):

4, KLIl-4a (hitam):
5. ELl-4b (hitam):

6. KLI-4¢ {hitam|:

Photocopy tambahan Berita Negara R.l tanggal 13 Maret
1981 No. 21 PT. Inti Manunggaling Wargo:
Photocopy Akla Notars No. 23 terfanggal 18 Maret 1987
lentang penyimpanan surat;

hotocopy perjanjian Supply Bahan Bakar Minyak [BBM) No.
041/PELNM/IV/97 tertanggal 4 April 1997; =

Photocopy Kwitansi tertanggal 28 Mei 1997 sejumiah Rp.
99.250.000,<; ————

Photocopy Kwilans tertanggal 30 Mei 1997 sejumiah Rp.
143.500.000,-; ————

Pholocopy Kwitansi tertanggal 5§ Juni 1997 sejumiah Rp.
148.000.000,-; —8¥
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7. KLll-4d (hitam]:

B. KL.I-4e (hitam):

9. KLIAI-5a (hitam]:

10,

.

20.

21.

23,

24,

KLII-5b (hitam):

KLH-5¢ (hitam):

. KL-5& (hitamj):

CELI-ST (hitam):

. KLI-5g thitam):

. kLI-5h (hitam}:

. KL.II-Si (hitam):

. KLI-5 [hitom):

. KLII-éa (hitam);

. KLII-éb (hitam):

ELII-7a (hitam):

KLII-7b |hilam):

_KLI-8a (hitam):

KL.I-8b (hitam|:

ELI-Za (hitamy):

Photocopy Kwitansi terianggal 12 Juni 1997 sejlumiah Rp.
112,500,000, ———

Photocopy Kwitans! tertanggall8 Junl 1997 sejlumiah Rp.
153.750.000,-; ——8™————

Photocopy Surat Jaminon Pembayaran Uang tertanggal
12 Mei 1997 No. Bond 05.0597.6.00001;

Photocopy Sural Jaminan Pembayaran Uang terlanggal
13 Mel 1997 No. Bond 05.0597.6.00004:
Photocopy Sural Jominan Pembayaran I.lurlg tertanggal
19 Mel 1997 No. Bond 05.0597.6.00009;
Photocopy Sural Jaminan Pembayaran Uang terfanggal
20 Mel 1997 No. Bond 05.0597.4.000012;
Photocopy Sural Jaminan Pembayaran Uang tertanggal
26 Mel 1997 No, Bond 05.0597.6.000014;
Pholocopy Sural Jominan Pembayaran Uang terianggal
26 Mel 1997 No. Bond 05.0597.6.000013;

Photocopy Surat Jaminan Pembayaran Uang terlanggal 4
Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000019.

Pholecopy Suratl Joaminan Pembayaran Uang tertanggal
11 Juni 1997 No, Bond 05.0597.6.000018;
Photocopy Surat Jominan Pembayaran Uang tertanggal
18 Juni 1997 No. Bond 05.0597.6.000024;
Pholocopy Sural dar PT. Inti Manunggaling Wargo kepada
PT. Watlaka General Insurance No. 02/LIMW/IVI/ST
terfanggal 3 Jull 1997 hal: tuntutan penagihan Tklaim); —

Pholocopy tanda ledma aias surat No. 022/LIMW/VII/S7
tertanggal 3 Juli 1997 -

Photocopy Surat dari PT. Infi Manunggaling Wargo kepada
PT. Walaka General Insurance No. 024/LIMW/VII/S7
tertanggal 8 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (klaim|; —

Photocopy tanda lerma atas sural No. 024/LIMW/VII/S7
tertfanggal 8 Juli 1997; -

Pholocopy Surat dad PT. Inti Manunggaling Wargo kepado
PT. Walaka General Insurance No. 026/LIMW/VIR7
tertanggal 10 Jull 1997 hal: tuntutan penagihan [Kam); —

Photocopy tanda terima atas surat No. 026/LIMW/VI/S7
tertanggal 10 Jull 1997:

Photocopy Sural dari P1. Inti Manunggaling Wargo kepada
PT. Walaka General Insurance No. 028/LIMW/VIST?
tertanggal 14 Juli 1997 hal: tuntutan penagihan (Kam); —

- tidak ada aslinya;
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20, KLAIFYD (nilam)l rRoloCOoRy Idhdd 1SIHTIA UWikda 2311 B Wl =imm ie T e s
tertanggal 14 Jull 1997

24, KLIR 104 (hitam): Photecopy Surat. dar PT. Infl Manunggaling Wargo kepada
FI. Walgka General Insurance No. O31/LIMW/VIGT
tertanggal 18 Jull 1997 hal: tuntutan penagihan (kaim): —

tidak ada aslinya;

27. KLII-10b (hitam): Photocopy tanda terima atas surat No. 03 1/LIMW/VI/FT
tertanggal 18 Jull 1997:

28. KLI-11a (hitam): Photocopy Surat dai PT. Infi Manung-galing Wargo
kepada PI. Wataka General Inswance  No.
035/LIMW/VIST7 terlang-gal 24 Jul 1997 hal: tuntutan
penagihan (kaim|;
- tidak ada aslinya:

29. KLII-1 1b (hitam|: Photocopy tanda terdma atas surat No. 035/LIMW/VII/FT
tertanggal 24 Juli 1997: i

30. KLI-12a (hitam): Photocopy Surat dari PT. Inti Manunggaling Wargo kepada
PT. Walaka General Insurance No. O034/LIMW/VI/7
tertanggal 31 Jull 1997 hal: tuntutan penagihan (kigim); —

. tidak ada aslinya:
31. KLI-12b (hitam): Photocopy fanda terima atas sural No. 036/LIMW/VIIF7
tertanggal 31 Juli 1997:

Menimbang. bahwa selanjutnya telah tedadi peristiwa-peristiwa seperti
telah berlaku didepan persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita
acarag dan untuk memperingkal putusan, maka Befita Acara tersebut
dianggap masuk pula didalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhimya kedua belah pihak mohon putusan;
TENTANG HURUMNYA

Menimbang. bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa Pemohon felah mendalikan bahwa unfuk
memenuhi is Perjonjan Kerasama Modal Nomor: 10/PKMK/NOP/?7,
11 /PEME/NOP/97, 12/PKMK/NOP/97, 13/ PKMK/NOP/97, 14/PKMK/NOP/97. dan
Nomor: 15/PKMK/ NOP/97. masing-masing tertanggal 12 Desember 1997,
Pemohon telah menyerahkan uang sebesar Rp. 227.149.000- (dua ratus dua
puluh tujuh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Rp. 50.000.000.-
lima puluh juta rupiah) kepada PT. Cipeles Harum Sentosa yang menpakan
utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan sekaligus merupakan
utang PI. Wataka General Insurance (Termohon| kepada Pemohon, sebab
utang PT. Cipeles Harum Sentosa tersebut telah dijamin oleh Termohon (Swety)
dengan melepaskan hak istimewanya sesual dengan pasal 1832 KUHPerdala,
berdasarkan sural jominon Pembayaran Uang (Swety Bond] Nomor
05.1297.6.00090; 05.1297.6.00091; 05.1297.6.00072: 05.1297.6.00073:
05.1297.6.00094: dan Nomor: 05.1297.6.00095, masing-masing tertanggal 22
Desember 1997: dan utang-utang lersebut teloh jatuh tempo dan dapal
ditagih, selain Itu Temohon juga mempunyai ulang kepada Kreditur kain, yailu
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PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Cipla Daya GUna Mandirl, oleh karena itu
Pemonhon memohon agar Termohon dinyatakan Pailit:

Menimbang, bohwa Termohon telah menyangkal dalil-dalil Pemohon
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bohwa Termohon tidak mempunyai utang secara langsung kepada
Pemohon. sebab utang yang didalilkan oleh Pemohon adalah utang PT.
Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan Termohon hanya sebagai
Penjomin P1. Cipeles harum senioso, berdasarkan sural  Jaminan
Pembayaran Nomor: 05.1297.6.00090; 05.1297.6.00091: 05.1297.6.00092:
05.1297.6.00093. 05.1297.6.00094: dan Nomor: 05.1297.6.00095. masing-
masing lerfanggal 22 Desember 1997; ——reveeeeee et S e

Bahwa klaim yang pernah diojukan Pemohon atas utang PT. Cipeles Harum
Sentosa tersebut telah ditolak Termohon, dengan alasan; -«———--——w-m-—--

« lerdopat umlch yong berbeda antara perjanjion pokok dengan
peranpon penjaminan pembayaran utang;
« lermohon lidak ikul menandatangani perjanjian pokok;
Bukt adanya Wanprestasi P1. Cipeles harum sentosa baru digjukon
Femohon setelah masa penjaminan berakhir;

Bahwa ulang-utang kepada Kreditur lain yailu kepada PT. Infi
Maonunggaling Wargo, hingga kini masin menjodi sengketa dan harus
diselesaikan melalui lembaga Arbitrase: -

Bohwa unluk meneniukan tanggung jowab Termohon atas utang PT.
Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan utang-ulang kepado
Kreditur lain seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri, bukan
di Pengadilan Niaga, sebab pembuktian tentang adanya utang tersebut
memerlukan pembuklian yang lengkap dan menyeluruh, tidak cukup
dengan pembuklian yong sederhana sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 ayat (3) UU No. 4/1998, sehingga meskipun paosal 1832 KUH Perdala
telah dicantumkan dalom sural jaminan vang tersebul tidaklah dengan
sendininya  dopal dipokai sebagai dasar unfuk langsung menagin
tenmohon membayar ulang-ulang tersebut;

Menimbang. bahwa para kreditur lain telah mengemukakan didalam
langgopannya bahwa benar Termohon mempunyal utang kepada para
kredifur lain sesuoi dengan sural jaminan Pembayaran Uang (Surety Bond)
yang diterbitkan oleh Termohon; >

Menimbang, bohwa untuk mendukung dalil-daliinya Pemohon telah
mengajukan suratl bukti P.1 (biru) sompai dengan P35 (biru) dan P.36 (hitam)
sampal dengan F.41 (hiltam) sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan
digtQs: —-seeesmmrerrae x

Menimbang. bohwo Termohon untuk mendukung dalil sangkalannya
telan mengaoukan sural bukli T.1  (hitam] sampai dengan 1.5 (hitam)
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sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan diatas:

Menimbang, bahwa para kredifur lain felah pula mengajukan surat bukti
KLI1 (hitam) sampal dengan KLI-2b(hitam) sebagaimana felah disebutkan
dan diuralkan pula diatos;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalkam perkara inl
adalah;

1. Apakah benar PT. Cipeles Harum Sentosa mempunyal utang kepada
Pemohon dan ulang tersebut dijamin oleh Temmohon: $

2. Apakah benar Temohon sebagal penjamin [Surety) 1elah melepaskan hak
lstimewanya sehingga Termohon dapal djadkan sebagal pihak dalam
perkara ini;

3. Apakah benar ulang-vlang tersebut telah jaluh tempo dan dapat diiagih;

4. Apakah benar Temmohon berlanggung jowab ferhadap Utang-ulang
kepada pihak kreditur lain;
5. Apakah unsur pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 1998 felah terpenuhl; ——

Menimbang, bahwa apakah PI. Clpeles Harum Sentosa mempunyai
utang kepada Pemohon yang dijaminkan oleh Termaohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan swrat bukti P.1. P2, P.3, P.4, P.5 dan
P.é, yaitu surat-sural Pefanjian Kerfasama Modal yang ditanda tangani oleh
Pemohon dan PI.Cipeles Horum Sentosa diperoleh fakla bahwa sesual isi
peranjian kera sama modal tersebul Pemohon mempunyai kewdgjiban untuk
menyerahkan uang kepada PT. Cipeles Harum Sentosa sebesar Rp. 47.734.000.-
(empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah/bukti P.1]; Rp.
50.254.000.- (ima puluh juta dua ratus ima puluh empat ribu rupiah/bukti P.2):
Rp.49.169.000.- (empat puluh sembilan juta seralus enam puluh sembilan nibu
ruplah/bukti P.3); Rp.47.208,000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus delapan
ribu rupiah/bukti P.4); Rp.45.137.000,- (empat puluh ima juta seratus tiga puluh
tujuh ribu rupiah/bukti P-5); dan Rp. 43.849.000.- fempat puluh figa juta delapan
ratus empat puluh sembilan ribu ruplah/bukti P.6); dan fotal sebesar RP.
283.351.000.- (dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus ima puluh satu rbu
ruplah}, yaitu sebagal pinjaman yang harus dibayar kemball oleh PT. Cipeles
Harum Sentosa kepada Pemohon;

Menimbang. bahwa berdasarkan surat bukti P.7 dan P8 diperoleh fakta
bahwa sebagad realsasl kewajiban Pemohon kepada PT. Cipeles Harum
Sentosa sesual dengan perjanjian kersama modal yang telah disepakati
tersebut oleh PT. Clpeles Harum Sentosa telah diterima vang dari Pemohon
sebesar Rp. 227.147.000.- (dua ratus dua puluh tujuh jula seratus empal puluh
tujuh ribu rupiah/bukti P-7) dan Rp. 50.000.000.- (ima puluh juta rupiah/bukti P.8)
total Rp. 277.149.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta seratus empat puluh
semibilan ribu rupiah);

Menimbang. bahwa berdasarkan surat bukfi P.19. P.20. P.21, P.22, P.24
dan P.25 yailu sural-sural jaminon pembayaran vang (Surety Bond] yang
dibual dan ditandatangi oleh PT. Cipeles Harum Sentosa dan Termohon.
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dipetoleh takfa-bLahwa Termohon adalah sebagal penjamin {surety] atas
pinjomann-pinjaman uang yang dilakukan oleh PT. Cipeles harum sentosa dar
Pemohon, sesuai dengan perjanjian kerjasama modal antara Pemohon dan PJ.
Cipeles Harum Sentosa sebagaimana disebutkan dalam sural bukti P.1, P.2, P.3.
P4 P.5 dan P.g lesebull e e el At ELEEE

Menimbang, bahwa berdosarkan sural bukfi P.1 sampai dengan P.8
tersebul diatas dapal disimpulkan bahwa PT.Cipeles Harum Senfosa telah
menerima uang sebesar Rp. 277.149.000.- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta
seratus empat puluh sembilan ribu rupioh) dari Pemohon sebagai realisasi
kewajibon Pemohon sesuai surat perjanjian kerfjasama modal (bukti P.1 sampai
dengan P.é), dan ini berarti bahwa dengan diterimanya vang tersebut, maka
PT. Cipeles Harum Sentosa telan mempunyai ulang kepada Pemohon dan
apabila dihubungkan dengan surat bukli P.19 sampai dengan P.25 tersebul
diolos, maka jelaslah bahwa utang P1. Cipeles Harum Sentoso kepoado
Pemohen tersebul telah dijaminkan oleh Termohon; —- = —rrereee

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalikan bahwa salah salu
alasan Termohon unluk menolak fagihan (klaim) Pemohon adalah ketidak ikul
serfaan Termohon didalom penandatonganan perjanjian kerjosama modal

[bukii P.I sampai dengan P.6) yang disepakati oleh Pemohon dan PT. Cipeles
RO - SerosQ)es+ it e

Menimbang, bahwa daolil Termohon tersebut harusloh ditolak. sebab
pefanjion penjamin yang dilokukan oleh Termohon atas utang-utang PT.
Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon adalah perjanjion yong bersifat
accesoir, orinya penanjian lersebul dibual kemudian setelah adanya sifal
accesoil tersebul. maka Termohon fidak harus ikut dan tidok wajib ikut
menandatangani perjanjion pokok, sebab penjamin/penang-gungan pada
hakekainya adolah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan
kreditur mengikatkan diri uinuk memenuhi perikatan debitur, bilamana debitur
wanprestasi [pasal 1820 KUH Perdata) dan dengan demikian pulo maka
peranjion penjaminan yang dibual dan ditandatangani oleh PT. Cipeles
Harum Sentosa dengan Termohon uniuk kepenlingan Pemohon harusiah
dinyatakan mengikat menurul hukum;

Menimbang, bohwa apakah Termohon telah melepaskan hak
istimewanya sebagai penjomin alas utang PT. Cipeles Harum Sentosa tersebul,
sehingga Termohon dapal dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didalam perjanjian jominan Pembayaran Uang
(bukli P19 sampai dengon P.25] tersebul terdopat sualu ketentuan yang telah
disepakati oleh Termohon dan PT, Cipeles Harum Sentosa yang secara tegas
menunjuk pasal 1832 KUH Perdala, yaitu bahwa unluk kepentingan Pemohon.
Termohon selaku Surely melepaskan hak istimewanya untuk menuntut agor
benda/barang pihak yang dijomin dijual untuk melunasi utangnya dan
dengan demikian pula disimpulkan bahwa Termohon selaku penjamin (Surety]
atas utang-ulang PI. Cipeles harum senlosa kepada Pemohon telah
melepaskan hak istimewanya sesuai pasal 1832 KUH Perdata, oleh karena ilu

status Termohon menjodi sama dengan PI. Cipeles harum sentosa yailu
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membayar utang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon, dan dalam hal
demikian |ini' adalah ' ‘hak ' Pemohon untuk “memiih dan menggukan
permohanan kepallitan kepada salah satunya dan temyata dalam perkara Inl
Pemohon felah memilih dan mengajukan pemmohonan tersebul kepada
Termahon,

mMenimbang, bahwa apakah vtang-utang tersebut telah jatuh tempo
dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal lll surat bukti P.1 sampal dengan
P.6 diperoleh fakta bahwa lasilitas modal yang telah diterddma oleh PT. Cipeles
Harum Sentosa dor Pemohon harus dibayar kembal kepada Pemohon,
masing-masing pada tanggal 28 Januar 1998 (bukti P.1}; pada tangggal 26
Februan 1998 (bukli P2); pada tanggal 30 Maret 1998 (bukti P.3); pada tanggal
30 April 1998 {bukli P.4); pada tanggal 28 Mel 1998 (bukti P.5 don pada tanggal
30 Juni 1998 (bukli P.6); ————

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, P.10, P.12, P.13, P.14,
F.15. P.14, P.18 yang merupakan Bilyet Giro dan surat bukti P.11. P.17 dan P.19
yang merupakan cek (cheque) yang telah diserahkan oleh PT. Cipeles Harum
Senlosa kepoda Pemohon sebagal pembayaran ulang-utangnya kepada
Pemohon: dan femyala Bilyet Giro dan cek (cheque) tersebut telah ditolak
olen Bank Buana Indonesia (BBl) Capem Mangga Besar (bukti P2, P.10.
FOLP.14, P15, Pol6. P17, P.18, P.19) karena rekening PT. Cipeles Harum Sentosa
telah ditutup: sedangkan Bilyet Giro lainnya (bukti P.12 dan P.13) telah pula
ditolak cleh Bank Intemasional Indonesia (Bl KCU Juanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 dar surat bukti P20 sampai
dengan P.25 diperoleh fakia bahwa Pemohon dapal mengajukan tuntulan
pembayaran (klaim| kepada Termohon apabila PT. Cipeles Harum Seniosa,
selaku yang dijamin oleh Termohon telah lalai dalam memenuhi kewgjiibannya
(wanprestasi] kepada Pemohon yaitu selelah jaongka waklu penjaminan
pembayaran uang tersebul berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.26 yang merupakan
bagian lak terpisahkan dar surat bukfi P20 sampai dengan P25 diperoleh
fakla bahwa masafjangka wakiu penjamin Termohon alas kewgjiban PT.
Cipeles Harum Sentosa membayar utang-utangnya kepada Pemohon adalah:

. dan tanggal 30-12-1997 sampal dengan 28-01-1998 (bukti P.20);

2. dar langgal 28-01-1998 sampal dengan 26-02-1998 [bukti P21);

3. dari tanggal 246-02-1998 sampal dengan 30-03-1998 (bukti P.22); ——

4. dan langgal 30-03-1998 sampai dengan 30-04-1998 (bukli P.23):

3. dan tanggal 30-04-1998 sampal dengan 28-05-1798 (bukli P.24);

é. dari langgal 28-05-1998 sampal dengan 30-06-1998 (bukti P.25);
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Menimbang, bahwa surat bukti P27 adalah surat pemyataan tertanggal
| Marel 1999 yang dibuat difandatangani oleh Supartono Heru Kusuma, setaku
Direktur PT. Cipeles Harum Sentfosa yang memuat pemyaican bahwa PT.
Cipeles Harum Sentosa felah wanprestasl didalom memenuhi kewgjibannya
membayar utang kepada Pemohon dan selanjutnya meminta agar Termohon
selaku penjamin (surety) melagkukan pembayaran atas tuntutan Pemohon
{obligee):

!
Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukfi P28, P29, P30 dan P33
diperoleh fakta bahwa Pemohon atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh
PT. Cipeles Harum Sentosa telah menaglh Termohon selaku penjamin {Surety)
untuk membayar utang-utang PT. Cipeles Harum Sentosa sesual dengan suratl
penjaminan pembayaran uang;

Menimbang, bahwa sural bukti P31 dan P32 adalah sural jawaban
Termohon alas klaim (tagihon) Pemohon; dan dar surat-suratl bukli tersebut
dipercleh lakla bahwa tagihan-ltagihan Pemohon sesuai sural bukti P28, P.29,
P.30 masih dalom proses penyelesaian yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbong., bahwa surat bukli P36, P37 dan P38 hanus
dikesampingkan karena Pemohon fidak dapat memperihatkan surat aslinyo:
sedangkan sural bukti P37, P.40 dan P.41 dan juga harus dikesompingkan,
karena tidak relevan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 sampal dengan P.6; P.9
sampai dengan P33 fersebul dialas diperoleh fakia bahwa PT. Cipeles Harum
Sentosa telah melakukan wanpresiasl didalom memenuhl kewgjibannya
kepada Pemohon dan atas dasar wanprestasi PI. Cipeles Harum Senlosa
tersebul Pemohon telah menggjukan tagihan (kiaim] pembayaran utang
kepada Termohon, selaku penjamin {Surety) dan atas tagihan (kiaim) Pemohon
tersebul, Termohon telah menjaowabnya dengan mengemukakan bohwa
tagihan (klaim] Pemohon tersebut masih diproses oleh Termohon: ini berarti
bahwa Termohon telah mengakul hak tagihan (klaim) Pemohon tersebut
sebagal utang Termohon; dan dengan demikian dapatl disimpulkan bahwa
Jtang yang harus dibayarkan kepada Pemohon tersebut telah jatuh wakiu
dan dapat ditagih (in due and payable|;

Menimbang. bahwa apakah Termohon berfanggung jowab atas utang-
utang kepada pihak kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa sural bukti P34 adalah surat yang dibuat dan
dikeluarkan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo dan ditujukan serta dialamatkan
kepada frederick Rahmat HS (Pemchon) yang memuat konfirnasl tagihan

Menimbang, bahwa sural bukti P35 adalah surat yang dibuat dan
dixeluarkan cleh PT. Cipta Daya Guna Mandin dan ditujukan serla diglomatkan
kepada Frederick Rahmat HS (Pemohon). yang memuat konfimasi tagihan
pivtang kepada PT. Wataka General Insurance (Termohon):
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Menimbang, bahwa sural bukfi KLI2 adalah perjanjian penyeriaan
modal yang dibuat don ditandafangaoni oleh PT. Nahda Mentard dengan PT.
Clpta Daya Guna Mandir; ——————

Menimbang. bahwa surat bukti KLF3a sampal dengan KLI3e adalah
kwitansl pembayaran pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM| yang dibual dan
ditandatangani oleh Julianto §;

Menimbang. bahwa surat bukti KLi4a sampal dengan Kl.l-4e adalah
surat jaminan pembayaran uang yang dbuat dan ditandatanganl oleh PT.
Nahda Mentar, selaku pihak yang dijamin, dan PT. Wataka General insuwrance
(Termohon), selaku pihak penjomin (Surety] untuk kepentingan PT. Cipta Daya
Guna Mandir ; dan dalam salah satu ketentuannya telah ditegaskan bahwa
lermohon melepaskan hak istimewanya menuiut pasal 1832 KUH Perdatg; —

Menimbang., bahwa suratl bukli KLI-5a sampai dengan KLISg adalah
sural yang dibuat dan dikeluarkan oleh PT. Cipta Daya Guna Mandii dan
ditujukan serta dialamatkan kepada PT. Wataka General insurance (Termohon)
yang memual tagihan-tagihan (klaim) Pemohon kepada Termohon atas
wanpreslasi yang dilakukan oleh PI. Nohda Menlard didalom memenuhi
kewgajibannya kepada PT, Cipta Daya Guna Mandiri:

Menimbang. bahwa surat bukti KLI-6 harus dikesampingkan karena PT.
Cipta Daya Guna Mandir tidak dapat memperiihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa suratl bukti KL7a sampal dengan KLF/¢ adalah
tanggapan/jawaban Termohon atas tagihan (kaim) dari PT. Cipta Daya Guna
Mandin yang memual kesedican Termohon untuk membayar tagihan (kiaim)
P1. Cipta Daya Guna Mandin paling kambat tanggal 20 Agustus 1997:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti KLI-2 sampai dengan KLI-
S5c dan KLI-7a sampai dengan KLI7c tersebut dialas dapat disimpulkan
bahwa Termohon adaloh penjomin (Surety) atas utang-utang PI. Nahda
Mentar kepada PT. Cipta Daya Guna Mandird, dengan melepaskan hak-hak
istimewanya menunut pasal 1832 KUH Perdata (bukti KLI4a sampai dengan
kL.-4c) dan atas wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Nohda Mentari didalam
memenuhi kewdafibannya kepada PI. Cipta Daya Guna Mandid, Termohon
telah menyanggupi untuk membayar tagihan (kiaim) PT. Cipta Daya Guna
Mandir tersebut paling lambat tanggal 20 Agustus 1997;

Menimbang, bahwa Temnohon felah mendalilkan bahwa masalch
utang antara P1, Cipta Daya Guna Mandiri dengan Terrohon saat inl masih
dalam fingkatl kasasi di Mahkamah Agung R.. dan didalam putusan tingkat
pertama dan bandng. Termohon dilepaskan dari segala tuntutan hukum; —

Menimbang, bahwa surat bukti 1.3 adalah putusan badan peradilan di
lingkat pertama dan sural bukli T.4 adalah putusan peradilan dalom fingkat
banding: dan belum mempunyd kekuatan hukum tetap (in krocht van
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gewijsde), oleh karena itu harus dikesampingkan:

Menimbang. bahwa suratbukti 1.5 adalah memord kasasl yang dibuat

dan dikeluarkan oleh PT. Nahda Mentar atas putusan peradilon sebagaimana
disebutkan dalam surat bukti 7.3 dan 1.4, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon terbukti telah menyanggupl
untuk membayar taglhan (klaim) PT. Cipta Daya Guna Mandid tersebut, maka
ini berarti bahwa Termohon telah mengakul tagihan (kiadm] PT. Cipta Daya
Guna Mandii tersebut; dan dengan demikian Termohon dan PT. Nahda
Mentar secara tanggung renteng telah mempunyal utang kepada PT. Cipta
Daya Guna Mandiri; dan dengan demikian pula dall Temmohon bahwa utang
tersebul masih dalam sengkela dan Temchon harus dilepaskan dar segala
tuntutan hukum harus dinyalakan tidak beralasan dan harus dilolak:

Menimbang, bahwa surat bukti KLI-3 adalah perjanjian supply Bahan
Bakar Minyak (BBM) yang dibuat dan dliﬂndalunganl oleh PI. Nahda Mentar
dan PI. Inti Manunggaling Wargo;

Menimbang, bahwa sural bukli KLI4a sampai dengan KLll4e odalah
kwitansi yang merupakan bukti pembayaran biaya supply Bahan Bakar Minyak
(BBM) yang dilakukan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo;

Menimbang, bahwa sural bukti KLI-5a sampal dengan KLI-Y adalah
sural jaminan pembayaran vang yang dibuat dan ditandatangani oleh PT.
Nahda Mentar (selaku pihak yang dijamin) dan PT. Walakan General
Insurance (Temmohon selaku pihak penjamin) untuk kepentingan PT. Inti
Manunggaling Wargo; dan dalam salah satu ketentuannya teiah ditegaskan

bahwa Termohon telah melepaskan hak ktimewanya menurut pasal 1832 KUH
Perdatq;

Menimbang, bahwa surat bukti KLIFéa sampai dengan KLI-12b adalah
surat-sural tagihan (kiaim) yang dicjukan oleh PT. Inti Manunggaling Wargo
kepada Termohon atas wanpresiasi yang dilakukan oleh PT. Nahda Mentari
didalam memenuhi kewagjibannya membayar ulang kepada PT. Infi
Manunggaling Wargo;

Menimbang, bahwa surat bukti KL.I-3 sampal dengan KLIF12b tersebut
diatas diperoleh fakta bahwa Temmohon adalah penjamin (surety] atas utang-
utang PT. Nahda Mentarl kepada PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Nahda
Mentari telah melakukan wanprestasl didalam memenuhl kewalibannya
kepada PT. Inti Manunggaling Wargo:

Menimbang., bahwa Termohon telah mendallkan bahwa masalkah
utang kepada PT. Infi Manunggaling Wargo homusiah diselesaikan melalui
lembaga Arbilrase sebagaimana telah diputuskan dalom putusan Pengadilan
Neger Jakarta Selatan Nomor 362/PDT/1998/PN.JKT.SEL.;
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Menimbang. bahwa sural bukti 1.1 harus dikesampingkan oleh karena
Termehon tidak dapat mempedihatkan surat asinya;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2d adalah putusan Pengadilan Negeri
Jakarla Selatan Nomor: 269/PDT/1998/ PN.JKTSEL, terlanggal 29 Mare! 1999
dalam perkara antara PT. Inti Manunggaling Wargo lawan PT. Wataka General
Insurance (Termohon) dan PT. Nahda Mentard yang amamya menyatakan
bahwa Pengadilan Negerd Jakarla Selatan tidak berwenang mengadill perkara
quo., dengan pertimbangan adanya Kausula arblirase dalam perjanflan
antara PT. Inti Manunggaling Wargo selaku Penggugat dan PT. Nahda Mentar
selaku Turut Tergugat: -

Menimbang, bahwa sesuai dengan pulusan Mahkamah Agung Ri
Nomor 12 K/N/1997 tanggal 25 Mel 1999 telch disebutkon bahwa adanya
klausula arbitrase fidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengudﬂan Niaga
delarn masalah kepailitan tidak berwenang mengadili;

Menimbang, bahwa menurul Pulusan Mahkamah Agung Rl Nomor: 19
KIN/1997 tanggal 7 Agusius 1999 telah disebutkan status hukum (legal status)
dan kepastian hukum (legal capasity] Pengadilan Niaga yang berkarakter
extra ordinary court yang khusus menyelesaikan permohonan kepailitan, ftidak
dapat disingkirkan kewenangannya oleh Arbilrase dalam kedudukan dan
kapasitas hukum sebagal extra Judical;

Menimbang, bahwa meskipun peranjian penjaminan antara PI. Nahda
Mentar dan Termohon, untuk kepentingan Pemohon tersebut bersumber pada
perjanjian pokok antara PT. Inti Manunggaling Wargo dan PT. Nahda Menlari
yang memiliki choice o! Forum, yaitu arbifrase, sebagamana juga telah
ditetapkan dalam putusan Pengadilan Negen Jakaria Selatan tersebut (bukti T-
2}, maka Pengadilan Niaga selaku peradilan khusus {extra ordinary court) tetap
berwenang menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukli KLI-3 sampai dengan KLII-
12b tersebutl dialas bahwa dengan wanprestasingg PT. Nahda Mentar
melakukan pembayaran vlangnya keapda PT, Inti Manunggaling Wargo dan
Termohon selaku Penjamin (surety] telah melepaskan hak istimewanya menurul
pasal 1832 KUH Perdata, maka Termohon wajib membayar tagihan (klaim| PT.
Inti Manunggaling Wargo dan dengan fidak dibayamya (kiam) PT. Infi
Manunggaling Wargo tersebut, maka Termohon dan PT. Nahda Mentar secara
tanggung renteng mempunya utang kepada PT. Infl Manunggaling Wargo: —

Menimbang, bahwa apakah unsur pasal 1 ayat (1] Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa wunsur-unsur pasal 1 ayat (1] Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1998 adalah:
L adanya debitur dan dua alau lebih kreditur;
2. salah satu piutang 1elah jatuh lempo dan dapat ditagih; ——

Menimbang., bahwa berdasarkan  pertimbangan-perimbangan
lersebul diatas telah terbuk!l adanya debitur (Termohon) dan lerdapal lebih
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dar dua kreditur yaitu Pemohon, PT. Cipta Daya Guna Mandii dan PT. Infi
Manunggaling Wargo dan femyata utang Termohon kepada Pemohon telah

jatuh waktu dan dapat ditagih (is due and payable) maka telah cukup alasan
untuk menyatakan Termohon Paiit;

Menimbang, bahwa Termohon telah mendalilkan bahwa utang-utang
Termohon kepada Pemohon dan kepada Kredtur lain, memerukan
pembuktian yang cemnat, telifi dan lengkap yang harus diperiksa melalul
Pengadilan Negefi;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan melalul lembaga
kepallitan dilakukan secara sumir (summarly proving] akan fefapl untuk
membuktikan unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1 ayat (1] UU
Nomor 4 Tahun 1998 didalam perkara inl tetap dilakukan dengan berpedoman
kepada kecemnatan, keteleitian dan pertimbangan yang komprehensif, oleh
karena itu adalah pemahaman yang keliru apabila berpendapatl bahwa
recemnatan, ketelitian dan kelengkapan dalom pemeriksaan seclah-olah
hanya milik Pengadilan Negeri, sedangkan mengenal klasifikasi nilai nominal
atau nilal pasti dar jumlah utang maupun piutang dapat dilakukan didalam
rapal verfikasi yang diselenggarakan kemudian setelch adanya putusan
pemyataan pailit;, dan dengan demikian dalil Temmohon yang mendailkan
peru adanya pembuktian yang cemnal, teliti dan lengkap fentang utang-
utang Termohon tersebut melalui proses Pengadilan Negerd harusiah
dinyatakan tidka beralasan dan harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Temmohon hamus dinyatakon palit
maka untuk memenuhl ketentuan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 1998, maka dalam putusan Inl harus diangkap seorang Hakim Pengawas
dan Kurator;

Menimbang, bahwa mengena pengangkatan Hakim Pengawas akan
dilelapkan dar antara Hakim-Hakim Niaga yang ada di Pengadilan Niaga
Jakara Pusat sebagaimana akan disebutkan dalam dictum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam pemmochonannya telah
memohon agar Hj. Tutik 5d Suharti, SH berkantor di Jalon Garuda No. 178
kemayoran Jakarta Pusatl uniuk diangkat sebagal Kurator dan oleh karena hal

ini dibenarkan oleh pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
maka pemohonan Pemohon patut untuk dikabulkan:

Menimbang, bahwa tentang Imbalan |asa (fee) bagl Kurator
sebagaimana ditentukan dalam pasal 67 D Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1998 akan ditetapkan kemudian berdasarkan Keputusan Menter Kehakiman
Nomor: MO?.HT.05.10 Tahun 1998 langgal 22 September 1998 selelah Kwalor
selesal menjalankan tugas-tugasnya;

Menimbang. bahwa oleh karena pemnohonan Pemohon Pailit untuk

dikabulkan, maka blaya yang ftimbul dalam pemmohonan inl dibebankan
kepada Termohon;
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Mengingat dan memperhatikan undang-undang Nomaor 4 tahun 1998

khusushya pasal 13 ayat (1), pasal 1 ayat (1) dan pasalpasal kain yang
bersangkuian:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

- Menyatakan PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Wisma
Tugu Jalan H.R. Rasuna Sald Kav. C No8-9 Kuningan, Jakaria Selatan
(dahuly beralamat dl Graha lrama 8th Roor Unit A-8 Jalan H.R. Rasuna Said
Blok X-1 Kav. 1-2 Kuningan, Jakarta Selatan) PAIUIT————

- Mengangkat Sdr. NY. CH KRISTIPURNAMIWULAN, SH. Hakim Niaga pada
Pengadilan Negeri/Niaga Jakaria Pusat sebagal Hakim Pengaowas; ——

- Mengangkat Sdr. HJ. TUTIK SRI SUHARTI, SH. berkantor dl Jalan Garuda No.
178 Kemayoran Jakaria Pusat sebagal Kurator

!

L

- Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditelapkan kemudian setelah
Kurator melaksanakan tugas;

. Membebankan blaya permoheonan Inl kepada Termohon sebesar Rp.
5.000.000.- (ima juta rupiah);

Demikianiah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
pada haru SELASA tanggal 8 AGUSTUS 2000 oleh kami ERWIN MANGATAS
MALAU, SH., sebagal Kelua sidang. TJAHJONO, SH dan NY. NUR ASLAM
BUSTAMAN. SH.. masing-masing sebagal Anggota, putusan mana ducapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: KAMIS fanggal 01 AGUSTUS 2000.
oleh ERWIN MANGATAS MALAU, SH. Ketua sidang fersebul, dengan dihadir
oleh TJAHJONO, SH dan NY. NUR ASLAM BUSTAMAN, SH masing-masing sebagai
Anggota dibantu oleh AGUS HARLIANTO, SH Panitera Pengganti dan dihadid
pula oleh Kuasa Permohon. Kuasa Termohon serta Kuasa Kreditur lainnyd; ——

ANGGOTA-ANGGQOTA KETUA MAJELIS HAKIM,
fid.
ttd.
ERWIN MANGATAS
1. TJAHJONO, SH, MALAU, SH.
tid.
PANITERA PENGGANTI,
2. NY. NUR ASLAM ttd.
BUSTAMAN, SH.

AGUS HARUANTO, SH.
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Lampiran III

PUTUS AN
Nomor 29 K/N/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

|

memerksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah mengambil =|::u..ulu.n‘.t::r'|
sebagal berkut dalam perkara kepaililan dari:

PT. WATAKA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Wisma Tugu | Lantai |,
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. € No, 8-2 Kuningan Jakarta Selatan (dahulu di
Graha rama Lanlai 8, Unil A-B, Jolan H.R. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1-2,
Funingan Jakarla Selatan) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya : RR.
DUNI NIRBAYATI, SH. dan SAPRUDIN, SH.. para Advokal/Pengacara dar
Kontor Hukum D, MNirbayali, A. Wahyuningsih & Rekan. beralamat di
Gedung Llscco D.O6 Jaolon Jafi Barv Raya No. 28 Jakoria- Pusat,

berdasarkan sural kuasa khusus fanggal 14 Agustus 2000, sebagai
Pemohon Kasasi dahulu Termohon;

melawan

FREDERICK RACHMAT H.S., bertempal tinggal di Jalan Indokarya Timur Blok
G/14 Sunter Agung Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal inl diwakili oleh
para kuasanya; YUSUF BASRI, SH. Sp.N. dan SRI REDJEKI SLAMET, SH.. para
Advokul/Pengacara pada Kanlor Advokal/Konsullan Hukum Yusul Basd,
SH., Sp.N, & Rekan, berolomat di Jalan Cikini Raya No. 91 G, Lantai 3,
Jakarta Pusal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2000,
sebagal ferrnohon Kasasi, dahulu Pemohon;

Mohkamah Agung tersebul;
Membaca sural-suratl yang bersangkutan;
Menimbang, bahwa dai suratl-surat lersebut temyata bahwa sekarang

fermonon Kasos sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan pailit
terhadap sekarang Pemohon Kasasi sebagai Termohon dimuko persidangan
Pengadilan Niaga Jukarta Pusal, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Baohwa pada tanggal 12 Desember 1997 1elah ditandatangani 6 {enam)
Penanjian Kerasama Modal antara Pemohon dengan PI. Cipeles Harum
senfosa yong seluruhnya bequmiah Rp. 284.786.000,- (dua ratus delapan
puluh empal juta tujuh ratus delapan puluh enam rbu rupiah),
sebagaimana ferural dalam sural permohonan;

Bohwa FPerjanjian Kerjasama Modal tersebul merupakan pemberian
tasilitas modal darl Pemohon kepada PT. Clpeles Harum Sentoso;

Bahwa sesual dengan ketentuan pasal || Perjanjian Kerjasama Modal,
seluruh lasilitas modal aguo lelah dilerima oleh PT Cipeles Harum Sentfosa
sebagaimana kwitansi lersebul dalam surat permohonan;

Botwa 6 [enam| Peranjion Kerjosama Modal tersebul masing-masing
berlaku unluk jangka waktu | (salu) bulan, sehingga semu@ Peranjion
Kerjasama a que lelah [atuh lempo, yallu masing-masing tanggalk-langgal

28 Januarl 1978, 24 Februar 1998, 30 Maret 1998, 30 April 1998, 28 Mel 1998
dar 30 luni | 998;
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Bahwa sebagal pembayaran)otau pengembalian terhadap ipemberian
fasilitas Kerasama a quo PI. Cipeles Harum Senfosa telah memberikan
Bilyet Giro dan Cheque kepada Pemohon (Vide ketentuan Pasal il ayat (1)
Perjanjian Ketfjasama Modal a quo), sebagaimana terural dalam sural
permehonan,

Bahwa sesual dengan ketentuan pasal lil ayat (3] Perjanjion Kerjasama o
queo, terhadap keterdambatan pembayoran hutang kerja. Temmohon
dikenokan denda kelellambalon sebesar 0.25% per har seliop har
keletdlambaltan;

Bahwa seluruh Perjanjlan Kerjosama Modal a quo oleh PT. Cipeles Harum
senfosa telah dijomin dengan Surety Bond (Jaminan pembayaran uang)
Termonon, sesual dengan serfiflkat  “Jominan Pembayaran Uang®,
sebagaimana terural dalam sural pemoehonan;

Bahwa jaminan-jaminan a quo diberikan oleh Termohon dengan
melepaskan  hak-hak  istimewanya sebagaimana  kelenluan sertifikat
“Jaminan Pembayaran Uang” a quo yang menyatakan:

“Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata, dengan inl ditegaskan kembali
bahwa Surety (Peminjom) melepaskan hak-hak stimewonya untuk
menuntul supaya benda-benda pihak yang dijomin lebih dahulu disita dan
dijual, guna melunasi hutangnya”,

Bohwa  kareno  dalom memberkan Surety Bond, Termohon feloh
melepaskan hak istimewanya, maka sesual dengan kefentuan Pasal 1832
KUH Perdoto, apabila PT. Cipeles Horum Senlosa fidak mampu membayar
hutangnya maka Termohon sebagal Penjamin berfanggung jawab untuk
melunasi seluruh hutang PT. Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon dan
oleh karenanya hargs mencairkan seluruh jaminan pembayaran vang
seperti yang terfuang dalam Surety Bond *Jaminan Pembayaran Uang";
Bahwa pado saal seluruh Perjanjion Kerjasama jaluh waklu, seluruh Bilyet
Giro dan Cheque yang lelah diberkan sesual dengan Pasal lil ayat (1)
Peflanjian a quo lidak dapatl dicairkan atau divangkan oleh Pemohon:
taohwa dengan tidak dopat dicgirkannya Bilyet Giro dan Chegque a quo
pada saat jatuh tempo, maka akhirnya Pemohon lelah menagih langsung
kepada PI. Cipeles Harum Senlosa, felapi PT. Cipeles Harum Sentosa
menyalakan lidok sanggup membayar sebogaimaona Sural Pemyataan
tertanggal | Maret 1997:

Bohwa korena PI. Cipeles Harum Senlosa lidak sanggup membayar
hutangnya kepada Pemchon, maka sesvai dengan Surety Bond dengan
pelepasan hak stimewa a quo, Pemohon {elah menggjukan klaim kepada
Termohon atas Surety Bond Termohon:

Baohwa atas klaim Pemohon a quo, Termohon fidak juga melakukan
pembayaran kepada Pemohon dan cenderung menolak klaim Pemohon,
sompal akhirnya Pemohon kembali mempertanyakan klaim tersebut
kepada lermohon tetapl juga tidak mendapat tanggapan: -
Bahwa korena Termohon telah melepaskan hak-hak istimewanya dalam
membernkan Surely Bond "Jaminan Pembayaran Uang”, maka Termohon
menjadi berkedudukan sebagal debitur yang wajib melunasi seluruh
hutang kepada Pemohon;

Bahwa gengan demikian, seluruh kewagjiban Termohon kepada Pemohon
adalah berjumiah Rp.579.427.000,- (ima ratus fujuh puluh sembilan |ula
empal ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincion sebagaimana
terural dalam sural permohonan:

Jumiah fersepul masih harus ditambah denda kelerlambatan sebesar
0.25% per-hari terhilung sejak tanggal 30 Juni 1998 sampal dibayar lunas
secafa tunal dan sekaligus:
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- Bohwa selain hutang terhadap Pemohon, Termohon juga mempunyai
hutang kepada kedilur loin berdasarkan alas Surety Bond (laminan
Pemboyarerolang) [yang | seluruhnya \felan joluh lempo,) Yaitu hulang
kepada;

I, PT. intl Manunggaling Wargo. berkedudukan di Jalan RS. Fatmawali
Ho. 15, Kompleks Golden Piaza Blok B/24 Jokaria Selatan:

2. ?1. Clpta Daya Guna Mandll, berkedudukan di Senira Kramat B-18,
Jalan Kramal Raya No. 7-9 Jakarta 10450, hutang mana sesuai akta
Pemberian Jaminan Secara Cessie, felah dicessiekan kepada Bank
BUKOPIN, berkedudukon di Jalan M.T, Haryono Kav. 50-51 Jakara
Selalon;

Balwa sesual dengan ketentuan pasal 63 Undang-Undang No, 4 fahun

1978 tentang Penelapan Peraturan Pemerintoh Pengganti Undang-

Undang No, | tahun 1998 tenlang Perubahan Undang-Undang Kepailitan

menjodi Undang-Undang fo Pasal | Perpu No. | tahun 1998 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, harus diangkal seorang Hakim

Pengawas yang pengangkalannya sesual dengan kefeniuan Undang-

Undang;

- Banwo unluk mengurus harla kekayaan Termohon selelch pernyataan
palit maka sesual dengan kelenluan pasal 67 jo pasal 47A Undang-
Undang Mo, 4 fahun 1998 lentang Penelapan Percturan Pemerintan
Penggantl Undang-Undang No. 1 fahun 1998 {entang Perubahan atas
Undang-Undang Kepdiilan menjodi Undang-undang jo pasal 1 Perpy |
Tahun 1998 tenlong Peubahan alas Undang-undang Kepailitan harus
ditunjuk dan diengkat Kuralor, Unluk (tu kaml menunjuk H. TUTIK SRI
SUHARTL SH.. Lietkantor di Jalan Gauda No. 718, Kemayoran Jakarta Pusal
sebaya Kuralor dalam Kepaililan ini:
baliwa apabila temyala Termeohon dinyatakan berada dalam keadaan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka kami menunjuk
M. TUTHD BRI SUHARLL SH., lensebul diatas sebogal Pengurus dalam PEPU
leimaobon:

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kiranya Bapak Kelua

Pengadian Niage/Nega Jakarla Pusat sudi memberikan putusan sebagail

bkt

I, Mungabulkan Perrmohonan Pemohon unluk saluruhnya:

2. Menyalakan Termohon “Paull" dengan segala akibat hukumnya:

3. Menunjuk dan mengangkol seorang Hakim Pengawas;

Menunjuk don mengangkal Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di

Jelan Garuda Mo, 71B. Kemayoran Jokaria Pusatl sebagai Kuralor

dalam repolitan clau opabila Termohon dinyalakan dalam PKPU,

ditunjuk den diangkatl Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., tersebul sebagal

Fengurus:

5. Meénghukum Termohon unfuk membayar hutang kepada Pemohon
sebesar Rp. 5/7.427.000.- (fima ratus tujuh puluh sembilan juta empat
fatus cua puluh tujuh ibu rupiahy,

Jumiat tersebut masih harus ditambah denda keterdambatan sebesar

0,25% per-har 1emilung sejuk tanggal 30 Juni 1998 sompai dibayar

lunas cecara lunas sekelika dan sekaligus;

4. Menstapkan bioya-bioya menurut hukum;

d=

bahwa terhodop permohonan pailll lersebutl Pengadiian Niaga Jakara
Pusal telan mengambll pulusan, yallu putusan tanggal 10 Agustus 2000
NO.4G/PAILIT/2000/PN HIAGA. JKT.PST. yang amarnya berbunyl sebagal bearkut:
- Mangabulkan permohonan Permohon:

Frumivin Nowmowr 29 0% N Nirl 3 K5


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

rMenyataran ®T, ' WATAKA> GENERAL INSURANCE, berkedudukan di wisma
Tugu Jaolan HR. Rasuna Said Kav. C No. 8-2 Kuningan, Jakarlo Selatan
(dahulu beralamat di Graha lrama 8th Aoor Unit A-8 Jalan H.R. Rasuna Said
Blok X-1 Kav. 1-2 Kuningan, Jakaria Selatan) Faliit;

Mengangka! Sdr, Ny. CH. KRISTPURNAMIWULAN, SH.. Hakim Niaga pada
Pengadilan Negeii/Niaga Jakarta Pusal sebagal Hakim Pengawaos;
rMengangkat Sdr, Hj. TUTIK SRI SUHARTI, SH., berkantor di Jalan Garuda No,
17 B kemayoran Jokarta Pusal sebagal Kurator;

Menelapkan imbalan josa (fee) Kuralor akan diletapkan kemudian setelah
Kuralor melaksanakan fugas;

Membebankan blaya permohonan ini kepada Termohon sebesar Rp.
5.000.000.- {lima juta rupiah];

bahwa sesudah pulusan Pengadilon Nioga Jakaria Pusal tersebut
diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadid oleh
para pihak pada tanggal 10 Agustus 2000, kemudian terhadapnya oleh
Femohon dengon peronfaraan kuasanya berdasarkan sural kuasa khusus
tanggal 14 Agustus 2000 digjukon permohonan kasasi secara lisan pada
tanggal 16 Agusfus 2000, sebagaimana temyalo darl akte permohonan kasasl
No.25/Kas/Pailit/2000/PN .Niaga/Jkl.Pst, Jo No.48/ PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST.
yang dibual olehy Panitera Pengodilan Niaga Jokarla Pusal, permohonan
mang kemudian diserlal dengan memor kasasi yang memual alasan-alasan
yang dileiima dikepanileraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusal pada har itu
juga serta Tambahan Memen Kasasl yang ditedima pada tanggal 4 Seplember
2000;

bahwa selelah itu oleh Pemohon Kepadilitan/Termohon Kasas yong
pada langgal Z1 Agustus 2000 telah disampaikan salinen permohonan kasasl
dan salinan memor kasad darl Pemohon Kasasl, digjukan konira memond kasasl

yang diterimao dikepaniteraan Pengadilan Niaga Jokarla Pusat tanggal 25
Agustus 2000;

Menimbang mengenal tambahan memor kasasi yang digjukan oleh
G.P. Al Wijaya, SH dan Jonson Hulajulu, SH (berdasarkan surat kuasa khusus
tunggal 23 Agusius 2000] yong diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niago
Jakaria Pusot padao longgal 4 Seplember 2000, bahwa sesual dengan pasal ¢
ayal (1} Undung-Undang FKepailiton Pemohon Kasosi diwajibkan untuk
menyampaikan memon kasasi kepada Panitera dan salinan memor kasosl
kepada fermohon Kasasli pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan
(langgal 16 Agustus 2000|. karenanya tambahan memor kasasl terfanggal |
september 2000 tersebut harus  dikesampingkan dan  fidak dapai
dipertimbangkan sebagal sualu memori kasasi;

Menimbang, bohwa permohonan kasasi lertanggal 16 Agusius 2000
beserta alason-alasannya teloh diberilahukan kepada pihak lowan dengan
sensama diojukan dalam tenggang wakiu dan dengan cara yang ditentukan
daian Undang-Undang (kecuali tarmmbahan Memeori Kasasi], maka oleh karena
il permononan kasasl lersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatlan-kebercton yong dgjukan oleh
Pemahaon rosasi dalom memeor kasasinya tersebul pada pokoknya lalah:

1. Bahwa Pengadian Niago/Neger Jakarta Pusat telah salah menerapkan
hukurm dalom memberikan perlimbangan-pertiimbangan sebagal berikut;
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Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri/Niaga pada halaman 28
glineu 4 yang pado pokoknya menyalakan sebagal berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukll P.1 sampa dengan P.é; P-9
sampal P.33 -—-, Termohon teloch menjawabnya dengan mengemukakan
bahwa fagihan (kiaim) Pemohon tersebut sebagal ulang Temohon; 2
Perfimbangan Majelis Hokim Pengadilan Neger/Niago Jaokarta Pusat
lersebul adalah tidak benar dan kelirv didalom penerapan hukumnya
dengan alasan-alasan sebagal berikut:

Bahwa dalam putusan a quo Majells Hakim Pengadilan Niaga Jakaria
Pusat telah memperiimbangkan bukti-bukti yang digjukan oleh
Termohon Kasasl berupa buktl sural P.1 sampal dengan P.é; P.? sampai
dengaon P.33; sebagal dasar bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Termohon
Failit telah menjawab tagihan (klaim| Termohon Kasasi/dahuiu
FPermohon Pailit masih diproses, kemudian Majelis Hakim mengartikan
bahwa dengon adanya [jawaban masih diproses oleh Pemohon
Kasasi/dahuly Termohon Pailit, maka telah ada pengakuan utang; dan
menyimpulkan bahwa ulang yang harus dibayar kepada Pemaohon
tersabul telah jatuh wakiv dan dapat ditagih (is due and payable].
Berdasarkan bukti-bukli yang dijadikan salah satu dasar oleh Magjelis
Hakim uniuk mengabulkan permohonan paliil tersebul, tidak ada salu
calimatpun yang menyatakan klaim yang digjukan oleh Termohon
Kasasi/Pemohon Pallil telah menjadi liability/tanggung jawab dar
Pemohon Kasasi/Termohon Pallit selaoku Surety-Penjamin PT. Cipeles
Harum Senfosa. Maksud kalimat masih diproses setelah adanya kiaim
bagi perusahaan asuransl adalah bahwa klaim tersebul masih dalam
peneliion mengenal liable atau tidaknya unluk dapat dicalrkan;
Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia lerbitan Departemen
Pendidikan dan kebudayaan, Balal Pustaka, arli dar proses adalah
rangkaian tindakan perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan
produk;

Dar uraian diatas cukup jelas bahwa Mgjelis Hakim Pengadilan Niaga
telah salah menalsitkan arti kata proses sebagai suatu pengakuan
hutang. Rareng jika dihubungkan dengan maksud dar kata proses
menurdl kamus Besar Bahasa Indonesia tersebul, hasll darl proses yang
dilakukan oleh Pemohon Kasasl/Termohon Pallit adalah Penolakan
klaim dengan alasan sebagalmana yang telah divraikan dalam Surat
langgapan lertanggal | Agustus 2000 (Vide bukfi T-1, walau bukti ini
dikesampingkan dengan glosan fidok menunjukkan aslinya). oleh
sebab itv penolakan kigim inl membuktikan Pemohon Kasasi/Termohon
Pallit tidak mempunyai utang terhadap Termohon Kasasl/Pemohon;
Bahwa berdasarkan bukti P-27 mengenai surat pemyataan wanprestasi
tertanggal | Maret 1999 dar PT. Cipeles Harum Senfosa, yang manag
agiberikan selelah masa beriaku dad Sural Jaminan Pembayaran yang
dijadikan bukli dolam perkara a quo berakhir, sehingga surat dimaksud
lidok dapal dijodikan bukli bahwa ulang PT, Cipeles Harum Sentosa
beralih kepada Pemohon Kasasl/Termohon Paliit;

Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Termohon  Pailit
kemukakan dalam fanggapan alas Permohonan Pailit, Pemohon
rasasi/Termohon Pailil tidok mempunyal hutang kepada Termohon
Kasasi/ Pemohon Pailil. Pemohon Kasas hanya sebagal penjamin
{surety] jika PT. Clpeles Harum Senlosa melakukan wanprestasi, fetapi
seleloh ada klaim dard Termohon Kasasl/Pemohon Pallit dan kemudian
dilakukan proses alos klaim dimaksud, temyata klaim tersebut fidak
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dapal menjadi ligbility/langgung jowab Pemchon Kasasi/Termohon
Pailif sehingga Klaim dimaksud kemudian ditolak (vide BukfiT-1);

- Dengan lerfodinya penclokan fersebul, maka [elas bahwa posisi
Termohon Kasasl/Pemohon Pailit selaku kreditur dalam perkara o quo
masih kabur/belum pasti dan utang yang harus dibayar kepado
Termohon KasasifPemohon Palliipun maosih menjodi sengkela, Mako
jika dikaitkan dengan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pallif, menurut
nemal kaml perkara a quo fidak memenuhl unsur pasal dmaksud,
sehingga isi dalom putusan Majelis Hokim Pengadilan Niaga/Neger
Jakarla Pusal No. 48/PAILIT/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst., telah melanggar
hukum yang beriaku;

Bahwa Pemohon KasasifTermohon Pailit tidok sependapal dengan
periimbangan hukum Maijelis Hakim Pengadilan Niaga tentang viang-
utang kepada kredilur lainnya yaknl PT, Inti Manunggaling Wargo dan PI.
Cipta Daya Guna Mandin, karena perfimbangan hukum Majells Hakim
Pengadilon Niagao saling bertentangan dengan perimbangan hukum
dalam pulusan yang dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarla
Selaotan No. 3&7/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel lertanggal 29 Maret 1999 dan
Pengadilan Negerl Jakaria Utara No, 309/Pdl.G/1998/ PN.JkL.UL, terlanggal
28 April 1999 serla pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi
DKl Jakarta No, 792/Pd1/1999/P1.0KI terianggal 2 Februar 2000 yang dapat
dibukhkan sebagal berkut:
Bahwa bukti-bukil yang dicjukan oleh PT. Cipla Daya Guna Mandir
dalam persidangan peradilon Niaga sama dengan bukli yang
diojukan pada saal proses persidangan di Pengadilan Neger Jakaria
Utara, Dasar Majells Hokim Pengadilan Niaga member pertimbangan
dalam putusannya halaman 29 alinea 3.4 dan 7 teiah diperiksa dan
diteliti oleh Majells Hakm Pengadilan Negerd Jakarta Utara dalam
halaman 27 sampal dengan halaman 45, yang mana pada akhimya
memberdkan putusan yang pada butir § menyebutkan (vide bukti 1-3):
"melepaskan Tergugal Il (PT. Wataka General Insurance/Pemohon
kasasl) dar segala tuntutan penggugat (PT. Cipla Daya Guna
Mandir/salah salu kreditur lainnya) tersebut”.
Putusan Pengadilan Neger Jakaria Utara tersebut diperkual dengan
Pulusaon Pengadilan Tinggl DKl Jakarlo yong kemudian PT. Nahda
Menlarifselaky  debitlur langsung mengajukan  Kosasl  alas
rekonvensinya terhadap PT. Cipta Daya Guna Mandir/Kreditur lain
(Vide bukll T-5);
Dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim Niaga halaman 29
alenia é yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakaria
Ulara dan Pengadilon Tinggl DKI Jakaria tersebul belum mempunyai
kekuatan hukum yang tetap (In kroch), justru menunjukkan bahwa
kedudukan kreditur lain/PT. Cipta Daya Guna Mandin dalam perkara a
quo masih belum jelas dan utang yang dipemasalahkanpun masih
dalom sengketa;
Bohwa dari uraian tersebul dialas membuklikan bahwa hubungan
hukum anlara Pemohon Kasasi/Termohon Pailil dengan Termohon
Kasasi masih ferdapatl sengketa dengan adanya (akta pemrmasalahan
hukum yang berkailan dengan PI. Nohda Mentar selaku debifur
langsung. sehingga untuk memuluskan apakah masing-masing pihak
teloh melaksanckan hak dan kewaojbannya masih diperiukan
pembuklion yang lebih teliti dan sempumna, tidak dapal dengan
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pembuklian' yang sederhana/sumir sebagaimana dimaksud Pasal b
ayal (3) Undang-Undang Pailit;

3. Baohwa bukti-bukll yang diajukan oleh PT. Inti Manunggaling wargo/Kredilur
lain sama dengan buktl yang dicjukan pada Pengadilan Negerl Jakaria
Selalan dalam Perkara No.269/Pdt.G/1998/PN.Jk1.Sel., antara PT. Walaka
General Insurance/Pemohon Kasasl dan PT. Nahda Mentari selaku debilur
langsung;

Bahwa menurul perimbangan hukum Magjelis Hakm Pengadilan Niaga
Jakaria Pusal halaman 30 alenia 8 dan 9 menyatakan Pengadilan Niaga
seloku  peradilan khusus  (extra ‘ordinary court) letap berwenang
menyelesaikan perkara inl, walaupun didalam putusan Pengadilan Negeri
Jakarla Selaton menyalakan fidak berwenang memeriksa dan mengadil
perkara ini dikarenakan ada klausula Arbitrase. Tetapl fika diteiiti secara
seksama dan cermal sl putusan Pengadilan Neger Jakarla Selafan
No.269/Pdl.G/1998/PN.Jkt.Sel., halaman 20 alinea terakhir sampai dengan
halaman 25, intinya menyatakan bahwa wanprestas yang dilakukan oleh
PT. Nahda Meniari/Debitur langsung karena juga kelalaion dar PT. Inti
Manunggaling wargo/kreditur lain. Sehingga berdasarkan [si pulusan
tersebul (vide Bukti 1-2) membuktikan bahwa PT. Inti Manunggaling
wargo/kreditur  lain  masih  mempunyal sengkela yang proses
penyelesaiannya fidak dapal diselesaikan secara sederhana alau sumir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal é ayal (3 Undang-Undang Pailit,
Pemyataan PT. Nahda Mentar/Debitur langsung dalam perkara fersebut
yang feloh dituangkan didalam putusan dimaksud merupakan bukfi
pengakuan yang menunjukkan bahwa perkara pailit a quo tidak dopat
diperiksa melalul peradilan Niaga dikarenakan kedudukan PT.
Manunggaling Wargo/Kreditur lain sebagai kreditur dalom perkara a quo
masih belum jelas dan ulang yang dipemasalahkanpun dalam sengkela
yang memeriukan pemeriksaan yang leblh sempuma, lengkap dan
menyeluruh, bukan pemerksaan sederhana atau sumir sebagaimana
yang dialur dalam Pasal é ayat (3) Undang-Undang Pailit;

Bahwa alasan-alasan tersebut diatas mengenal kelldak wewenangan
Pengadiion Niaga Jokarla Pusat didalam memerksa dan mengadil
sesualu sengkela yang pembukfiannya harus diteliti secara lengkap,
menyeluruh dan sempuma, felah diterapkan didalom Putusan Mahkamah
Agung RI. No. 07 K/N/1999 jo. Putusan Mahkamah Agung RJI. No.
011/PE/N/1999 dan Putusan Mahkamah Agung R.l. No. 03 K/N/2000:

4. Bahwa lelah kami uraikan dalam Surat Tanggapan fertanggal | Agustus
2000, pasal 1832 KUH Perdata yang tercantum dalam Surat Jaminan
Pembayaran lidak dapa! dijadikan dasar alasan bahwa Temmohon
kasasi/dahulu Pemohon Pailit dapat kangsung seketika menagih utang PT.
Cipeles Harum Sentosa kepada Pemohon Kasasi/dahulu Termohon Paillit
dan lidak dopot juga dijadikan dasar bahwa Pemohon Kasasi/Termohon
Pailit mempunyal utang kepada Termohon Kasasl/Pemohon Pallit,

Pasal dimaksud bary dapal dipergunckan jika klaim yang digjukan
kepada Pemohon Kasasi/Termohon Pailif felah layak untuk dicairkan;

Menimbang :
menagenal keberatan-keberatan gd, 1, 9d. 2, od.3danad.4;

bahwa keberalan-keberatan Inl fidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilon Niaga tidak salah menerapkan hukum, lagipuia keberatan-
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reberatan tersebut-pada-hakekainya mengenal penilalan ‘hasil pembuktian
yang bersifal penghargaan tentang suatu kenyataan, hal maona tidok dapal
dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalom ftingkat kasasl, karena
pemeriksaan dalam tingkat kasasl hanyc berkenaan dengan adanya '
kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku,
adanya kelolaion dalam memenuhl syaral-syoral yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian ity dengan
batalnya pulusan yang bersangkutan atauv bila Pengadilan tidak berwenang
atau melampaul balas wewenangnya. sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14
fahun 1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan lersebut diatas,
lagipula dari sebab tidak temyata bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta
Pusal dalam perkara inl bertentangan dengan hukum dan/atav Undang-
Undang, maka permohonan kasasl yang dicjukan oleh Pemohon kasasi: PT.
WATAKA GENERAL INSURANCE tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kosasi dard Pemohon

¥asasi difolak, maka bioya perkara dalam tingkatl kasasl harus dibebankan
kepadanya;

mMemperhatikan pasakpasal dard Undang-Undang No. 14 Tahun 1970,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-
Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serla Undong-Undang lain
yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dad Pemohon Kasasi: PT. WATAKA GENERAL
INSURANCE dalam hal inl diwakill oleh para kuasanya: RR. DUNI NIRBAYATI, SH.
dan SAPRUDIN, SH. lersebut:

Menghukum Pemohon Kasasi uniuk membayar biaya perkara dalom
fingkat kasasl sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiahl:

Demikionlah diputuskan dalom rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari: SELASA. langgal 12 SEPTEMBER 2000 dengan M. SYAFIUDDIN
KARTASASMITA, SH, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Wakil
Kelua Mahkamah Agung sebagal Ketua Sidang. Ny. MARIANNA SUTADI, SH.,
dan IDA BAGUS WIDJA, SH. sebagal Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan
dulum sidang terbuka unfuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 14 SEPTEMBER
2000 oleh Ketua Sidang ltersebut, dengan dihadin oleh Ny. MARIANNA SUTADI,
SH., dan IDA BAGUS WIDJA, 5H., Hakim-Hakim Anggota, dan BINSAR P.

PAKPAHAN, SH.. Panitera Pengganti dengan tidak dihadii oleh kedua belah
pihak.-
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Hakim-Hakim Anggota, Ketuag,

fd. ttd.
Ny, MARIANNA SUTADI, SH, M. SYAFIUDDIN
fd, KARTASASMITA, SH.
IDA BAGUS WIDJA. SH. Panitera Pengganti.
td. £

BINSAR P. PAKPAHAN, SH.

Blava-bigya:
. Metergl ———-—~ Rp. 4.000,-
2. Redaksl ——— Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi— Rp. 1.993.000.-
Jumiah — Rp, 2.000.000.-

Untuk Salinan
Mahkomah Agung Rl
a.n. Panitera/Sekrelars Jenderal
Direktur Perdata Niaga

NIP. 040 012856
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